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Pasal 1
(1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan 
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 

hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 
i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah).
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KATA PENGANTAR

Semenjak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pemenuhan, 
Penghormatan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan terhadap 
Hak Asasi Manusia terus mendapatkan tempat yang istimewa 
di Indonesia. Termasuk Hak Asasi dalam perlakuan yang sama 
dihadapan hukum.

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum”. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa perlakuan yang sama 
dihadapan hukum merupakan amanat langsung dari Konstitusi, dan 
hal tersebut harus dilakukan dengan sungguh- sungguh, diantaranya 
dengan melahirkan peraturan perundang-undangan yang dapat 
mewujudkan amanat dari konstitusi.

Bantuan Hukum merupakan wujud nyata dari dari amanat 
Konstitusi tersebut, tidak mengherankan pada tahun 2011 lahirlah 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
Termasuk Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai turunan 
dari Undang-Undang Bantuan Hukum.

Dalam kesempatan ini, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 
menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada semua pihak 
yang terlibat sehingga Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum 
dapat selesai dan dibagikan ke masyarakat luas.
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Besar harapan kami, Himpunan Peraturan tentang Bantuan 
Hukum berguna dan berkontribusi nyata kepada seluruh masyarakat, 
Nusa, dan Bangsa Indonesia.

Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Kartiko Nurintias, S.H., M.H. NIP. 
196308161983031002
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 16 TAHUN 2011  

TENTANG  
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional 
   setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, 
   jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
   yang adil serta perlakuan yang sama di 
   hadapan hukum sebagai sarana perlindungan 
   hak asasi manusia;
  b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap 
   pemberian bantuan hukum bagi orang 
   miskin sebagai perwujudan akses terhadap 
   keadilan;
  c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum 
   yang diselenggarakan oleh negara harus 
   berorientasi pada terwujudnya perubahan 
   sosial yang berkeadilan;
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
   sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
   huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
   Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 
  ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) 
  dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) 
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
  Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 
Penerima Bantuan Hukum.

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum 
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan 
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan 
pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh 
organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
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b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektivitas; dan
f. akuntabilitas.

Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan 

Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara 

sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam 
hukum;

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum 
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia; dan

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan 

Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata 
usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, 
membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
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Pasal 5
(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok 
orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar 
secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, 
layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau 
perumahan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6
(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu 

penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi 
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan 
Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan 
oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang- 
Undang ini.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggara-

an Bantuan Hukum;
b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum 

berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelengga-

raan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
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Pasal 7
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum 
dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang ini; dan

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga 
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan 
untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan 
Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk 
panitia yang unsurnya terdiri atas:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia;

b. akademisi;
c. tokoh masyarakat; dan
d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan 

Bantuan Hukum.
(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan 

akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB IV  
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8
(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan 
Undang-Undang ini.

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9 
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, 

dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi 

hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan 
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela 
perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam 
sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah 
ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan 
perkara; dan
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g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, 
dan keselamatan selama menjalankan pemberian 
Bantuan Hukum.

Pasal 10
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan 

Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara 

yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum 
berdasarkan Undang-Undang ini;

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan 
Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa 
fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a;

d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau 
keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan 
Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, 
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan 
Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan 
dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, 
kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata 
maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang 
menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad 
baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai 
Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V . . .
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BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12 
Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya 

selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang 
bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar 
Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 
13 Penerima Bantuan Hukum wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan 

perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan 
Hukum;

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan 

Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi 

sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian 
singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan 
Bantuan Hukum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan 
perkara; dan
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c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, 
kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat 
tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu 
menyusun permohonan secara tertulis, permohonan 
dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan 

Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan 
Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban 
menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, 
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum 
berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan 
Hukum.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi 
Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 16
(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan 

digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum 
sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17
(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada 
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana 
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Daerah.
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BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 20
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta 
pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak 
lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani 
Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21
Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau 
meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/
atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang 
ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang 
diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada 
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan 
sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
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Pasal 23
(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses 

sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap 
dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 
yang bersangkutan.

(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada 
akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum 
selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 
ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan 
Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 25
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Asisten Deputi Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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PENJELASAN  
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  

BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang 
dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). 
Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak 
memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari 
segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, 
memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-
kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai 
tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara 
hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi 
setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan 
pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya 
untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum 
yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga 
negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) 
dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan 
atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian 
secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang 
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Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga 
negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk 
mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh 
karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui 
pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum 
banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga 
mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh 
ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional 
mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum 
dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak 
konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini 
antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan 
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima 
Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, 
pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah 
menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara 
proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
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 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di 
dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai 
hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta 
kewajiban menjunjung tinggi hukum.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah 
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh 
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak 
dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak 
secara konstitusional.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah 
memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui 
penggunaan sumber anggaran yang ada.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah 
menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan 
Hukum secara tepat.

 Huruf f

 Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah 
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

 Cukup jelas.
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Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Cukup jelas.

Pasal 6

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat 
untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan 
Undang-Undang mengenai Advokat.

 Ayat (3)

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Ayat (1)

 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b

 Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai 
dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum 
atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi 
Bantuan Hukum.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.
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 Ayat (3)

 Cukup jelas.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Cukup jelas.

Pasal 9

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” 
termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan 
tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

 Huruf b

 Cukup jelas.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” 
adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian 
hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan 
pemberdayaan masyarakat.

 Huruf d

 Cukup jelas.

 Huruf e

 Cukup jelas.
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 Huruf f

 Cukup jelas.

 Huruf g

 Cukup jelas.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Cukup jelas.

Pasal 12

 Cukup jelas.

Pasal 13

 Cukup jelas.

Pasal 14

 Ayat (1)

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama 
lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, 
alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen 
lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

 Huruf b

 Cukup jelas.
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 Huruf c

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Cukup jelas.

Pasal 16

 Cukup jelas.

Pasal 17

 Cukup jelas.

Pasal 18

 Cukup jelas.

Pasal 19

 Cukup jelas.

Pasal 20

 Cukup jelas.

Pasal 21

 Cukup jelas

Pasal 22

 Cukup jelas.
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Pasal 23

 Cukup jelas.

Pasal 24

 Cukup jelas.

Pasal 25

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 
 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 
  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu 
  menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat 
  dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 
  dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Mengingat:  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
  tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
  Nomor 5248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT 
  DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 
  DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 
Penerima Bantuan Hukum.

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan 
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 
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4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang 

miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi 
Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan 
permohonan Bantuan Hukum.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum 

yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya.

9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara 
hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya.

10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, 
pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum.

11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan 
Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan 
Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum 
tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 
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tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah 
alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi 
Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi 
yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan 
Bantuan Hukum.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2
Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum 
kepada Penerima Bantuan Hukum.
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Pasal 3
Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan 
Hukum harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi 

paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum 
dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 
dimohonkan Bantuan Hukum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; 
dan

c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala 
Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal 
Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4
Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.
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Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5
(1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum 

keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah 
hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun 
Nonlitigasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan 
oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi 
persyaratan.

Pasal 6
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan 

Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan 
Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat:
a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 

dimintakan Bantuan Hukum.
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus melampirkan:
a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau 
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pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon 
Bantuan Hukum; dan

b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7
(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan 
dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain 
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki 
identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon 
Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan 
alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi 
yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan 
Hukum.

Pasal 8
(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki 

surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat 
melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, 
Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau 
dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi 
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Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum 
dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9
(1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi 

Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan 
alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan 
penerimaan Bantuan Hukum.

(2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai 
domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan 
surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain 
sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan 
penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 10
(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun 

permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan 
secara lisan.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara 
lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam 
bentuk tertulis.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan 
Hukum.
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Pasal 11
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam 
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima 
berkas permohonan Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah 
memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib 
menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis 
atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam waktu paling lama

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan 
lengkap.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan 
kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum 
berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan 
Hukum.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi 
Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan 
secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12
Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum 
kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah 
hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai 
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kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum 
tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 13
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan 

oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi 
Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh 
Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam 
wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan 
banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi 
Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan 
mahasiswa fakultas hukum.

(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, 
dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis 
pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan 
pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan 
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kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 15
Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:
a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang 

dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam 

proses pemeriksaan di persidangan; atau
c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap 

Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha 
Negara.

Pasal 16

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat 
dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa 
fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum 
yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi 
kegiatan:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. investigasi perkara, baik secara 
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elektronik maupun nonelektronik;
d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. drafting dokumen hukum.

Pasal 17
Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar 
Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18
(1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
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Pasal 19
(1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dalam APBD.
(2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum 

yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada 
Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20
(1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan 

hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
(2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau 

per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak 
mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber 
dana dari APBN atau APBD.

(3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21
(1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan 

Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri 
Keuangan.
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(2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan 
menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran 
dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 22
Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum 
selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 23
(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran 

Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran 
sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat:
a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, 

baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; 
dan

c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan 
Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi 
Bantuan Hukum.
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(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana 
Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum 
harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan 
dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 
rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 24
(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas 

pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum 

belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan 
berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi 
atau diperbaiki.

(3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum 
telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan 
pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan 
persyaratan.

(4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas 
pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak berkas diterima.
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Pasal 25
(1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum 

dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan 
Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk 
Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada 
Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai 
berikut:
a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum 

oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam 
bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan 
Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang 
akan dilaksanakan;

d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan 
oleh Pemberi Bantuan Hukum;

e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada 
tahun anggaran sebelumnya;

f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana 
Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; 
dan
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g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri 
untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaran Bantuan Hukum.

(3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti 
penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat 
perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

(4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam 
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti 
penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan 
Hukum.

(5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri 
merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan 
Hukum.

(6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi 
Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan 
Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu 
diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan 
Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 26
Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum 
Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang 
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diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan 
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara 
pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi 
Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai 
dengan bukti pendukung.

(2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan 

di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, 
persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau 
putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan 
tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, 
dan peninjauan kembali; dan

c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan 
pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat 
I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan 
pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

(3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu 
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dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan 
Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21.

(4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan 
proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum 
untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan 
Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan 
hukum tetap.

Pasal 28

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan 
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling 
sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan 
menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti 
pendukung.

(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan 
sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum 
Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
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Pasal 29
(1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran 

tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum 
sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi 
dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dan Pasal 28.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Bagian Keempat 

Pertanggungjawaban

Pasal 30
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi 

pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri 
secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber 
pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum 
melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana 
tersebut kepada Menteri.

(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana 
selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi 
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 31
(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus 
melampirkan paling sedikit:
a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; dan
b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses 

penyelesaian.
(2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan 
kegiatan yang telah dilaksanakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan 
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 32
Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan 
terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum 
dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan 
Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 33
Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi 
penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
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BAB IV 

PENGAWASAN

Pasal 34
(1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan 

Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
(2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan 
fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum 
pada Kementerian.

Pasal 35
Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum 

dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh 

panitia pengawas daerah;
c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya 

dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan 
penyaluran dana Bantuan Hukum;

d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan 
pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana 
Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas 
daerah dan/atau masyarakat;
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e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya 
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau 
penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada 
Menteri.

Pasal 36
(1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah 

membentuk panitia pengawas daerah.
(2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
a. Kantor Wilayah Kementerian; dan
b. biro hukum pemerintah daerah provinsi.

(3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum 

dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri 

melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya 
terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada 
Kementerian; dan

c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya 
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau 
penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja 
yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian 
Bantuan Hukum pada Kementerian.
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Pasal 37
(1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan 
prinsip musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38
Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan 
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran 
dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang 
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 39
Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan 
haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima 
Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum 
kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, 
atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 40
Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak 
melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai 
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atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan 
Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Pasal 41
(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan 

Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima 
Bantuan Hukum, Menteri dapat:
a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan 

Hukum;
b. menghentikan pemberian Anggaran 

Bantuan Hukum; dan/atau
c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada 

tahun anggaran berikutnya.
(2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk 
Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau 
menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua 
peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan 
Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
ini.
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Pasal 43
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 98
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan 
Kesejahteraan Rakyat,

ttd.
Wisnu Setiawan
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PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN 
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara 
tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut 
adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum 
(equality before the law), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok 
miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok 
miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah 
untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, 
sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat 
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 
Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 
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18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 
yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum 
diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan 
penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah 
terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri 
yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan 
kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum 
meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara 
Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para 
Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi 
Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan 
Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak 
dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian 
masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami 
sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang 
profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan 
dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik 
dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama 
Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat 
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pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, 
pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban 
serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, 
keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan 
Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

 Cukup jelas.

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Cukup jelas.

Pasal 6
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 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” antara 
lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau 
kepala negeri.

 Huruf b

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti 
surat keterangan miskin” antara lain surat keterangan 
yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat 
pemeriksaan.

 Ayat (2)
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 Cukup jelas.

Pasal 9

 Cukup jelas.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani 
atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

Pasal 12

 Cukup jelas.

Pasal 13
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 Cukup jelas.

Pasal 14

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Cukup jelas.

Pasal 16

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Huruf a

Cukup jelas.

 Huruf b

Cukup jelas.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah 
kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis 
secara mendalam untuk mendapatkan gambaran 
secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna 
kepentingan pendampingan.

 Huruf d
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 Cukup jelas.

 Huruf e

 Cukup jelas.

 Huruf f

 Cukup jelas.

 Huruf g

 Cukup jelas.

 Huruf h

 Cukup jelas.

 Huruf i

 Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

 Ayat (1)

  Cukup jelas.
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 Ayat (2)

 Pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan 
untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan 
Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan 
Bantuan Hukum oleh Menteri.

 Ayat (3)

  Cukup jelas.

Pasal 20

 Cukup jelas.

Pasal 21

 Cukup jelas.

Pasal 22

 Cukup jelas.

Pasal 23

 Cukup jelas.

Pasal 24

 Cukup jelas.
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Pasal 25

 Ayat (1)

  Cukup jelas.

 Ayat (2)

  Cukup jelas.

 Ayat (3)

  Cukup jelas.

 Ayat (4)

  Cukup jelas.

 Ayat (5)

  Cukup jelas.

 Ayat (6)

 Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” dalam ketentuan 
ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBN, adanya 
pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh 
Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja 
pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum 
yang mengakibatkan perlu disesuaikannya Anggaran Bantuan 
Hukum.
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Pasal 26

 Cukup jelas.

Pasal 27

 Cukup jelas.

Pasal 28

 Cukup jelas.

Pasal 29

 Cukup jelas.

Pasal 30

 Cukup jelas.

Pasal 31

 Cukup jelas.

Pasal 32

 Cukup jelas.

Pasal 33

 Cukup jelas.
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Pasal 34

 Cukup jelas.

Pasal 35

 Cukup jelas.

Pasal 36

 Cukup jelas.

Pasal 37

 Cukup jelas.

Pasal 38

 Cukup jelas.

Pasal 39

 Cukup jelas.

Pasal 40

 Cukup jelas.

Pasal 41

 Cukup jelas.
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Pasal 42

 Cukup jelas.

Pasal 43

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN 
HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 
  ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
  tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan 
  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi 
  Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi 
  Kemasyarakatan;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
  tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
  Nomor 4916);
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 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
  tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
  Nomor 5248);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
  tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
  Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
  terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 
  Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga 
  atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
  tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
  Tahun 2011 Nomor 141);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
  tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
  Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
  Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
  telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
  Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
  Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 
  Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
  dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
  Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
  Tahun 2011 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 
  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
  Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Republik Indonesia (Berita Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
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No.222, 2013

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
  MANUSIA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI 
  DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM 
  ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan 

dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan 
hukum atau organisasi kemasyarakatan.

2. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap 
lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan 
yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa 
klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan 
hukum.

3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
penerima bantuan hukum.

4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
orang miskin.

5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum 
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan 
bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia 
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk 
memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau 
kelompok orang miskin.
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7. Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi .
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 2
Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun 
terhadap:
a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang 

memberi layanan Bantuan Hukum; dan
b. Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3
Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi 
Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:
a. pengumuman; 
b. permohonan;
c. pemeriksaan administrasi; 
d. pemeriksaan faktual;
e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 4
Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka 
waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 
pengumuman pendaftaran.
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BAB III

PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 5
(1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses 

Verifikasi dan Akreditasi.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

ad hoc dan independen.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 
(1) Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:

a. 1 (satu) 
orang ketua merangkap anggota yang 
berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang 
berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; dan

c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
1. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
2. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh 

masyarakat; dan
3. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur 

lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab kepada Menteri.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi 

syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun 

dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan paling rendah strata I; dan
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d. memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi 
Bantuan Hukum; dan

e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
(4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), bagi Panitia yang berasal dari lembaga bantuan 
hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di 
bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) 
tahun.

Pasal 7
(1) Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, 

dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan 
Hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 8
(1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:
a. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau 

Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan 
Akreditasi;

b. pengumuman pendaftaran Verifikasi 
dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau 
Organisasi melalui media cetak dan/ atau media 
elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) 
hari kerja;

c. pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi; 
d. pemeriksaan administrasi;

e. pemeriksaan faktual;
f. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau 

Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
g. penyampaian usul penetapan kategori lembaga 
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bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta 
pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan

h. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga 
bantuan hukum atau Organisasi.

(2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dengan melakukan:
d. pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau 

Organisasi;
e. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian 

lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
f. pengecekan program pemberian Bantuan Hukum 

paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian 
diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan 
kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e dengan melakukan:
a. pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi 

telah terdaftar pada instansi pemerintah;
b. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
c. pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum 

dan organisasi; dan
d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

(4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g berkaitan dengan:
a. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang 

telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada 
Menteri;

b. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi 
yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan 
Akreditasi; dan

c. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan 
Hukum.
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Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh 

kelompok kerja. 
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 
dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat 
oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang 
Bantuan Hukum.

(3) Salah satu unsur keanggotaan kelompok kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
setempat.

(4) Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab 
kepada Ketua Panitia.

Pasal 10
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan 
administrasi kepada Panitia.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN

Pasal 11
(1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan 

Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi 
yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimuat dalam

website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat:
a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi; dan
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c. waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 12
Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan 
permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi 
Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
a. berbadan hukum;
b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
c. memiliki pengurus;
d. memiliki program Bantuan Hukum;
e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan 

hukum atau Organisasi; dan
f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Pasal 13
(1) Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan 
pengesahan badan hukum oleh Menteri.

(2) Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada 
dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang 
sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan 
hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus 
sebagai badan hukum.

Pasal 14
(1) Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Menteri 
secara:
a. elektronik; atau 
b. nonelektronik.

(2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan mengisi aplikasi pada 
website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia.
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(3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir 
dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan 
Hukum Nasional.

Pasal 15
Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan 
syarat:
a. fotokopi salinan akta pendirian lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi;
b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau 

Organisasi;
d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi;
e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih 

berlaku;
f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi;
g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan 

hukum atau Organisasi;
h. laporan pengelolaan keuangan; dan
i. rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 16
Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, 
lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus 
menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panitia.

Pasal 17
(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan 

dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
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(2) Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi 
disampaikan secara tertulis kepada lembaga bantuan 
hukum atau Organisasi mengenai waktu Verifikasi dan 
Akreditasi.

Pasal 18
(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 belum lengkap, Panitia 
memberitahukan secara tertulis kepada lembaga bantuan 
hukum atau Organisasi untuk melengkapi persyaratan.

(2) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi dalam jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus 
melengkapi kelengkapan persyaratan.

(3) Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan 
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), permohonan Verifikasi dan Akreditasi 
dinyatakan ditolak.

BAB V

PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FAKTUAL

Pasal 19
(1) Pemeriksaan atas salinan akta pendirian lembaga bantuan 

hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf a dilakukan dengan mencocokkan salinan 
akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta 
yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang 
mengeluarkan salinan akta asli.

(2) Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan 
salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak mempunyai kantor di kota/ kabupaten setempat, 
legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri 
setempat.
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Pasal 20
Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 
b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan 
melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.

Pasal 21
Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum 
atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus 
lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan 
melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.

Pasal 22
Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan 
hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mencocokan surat 
penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum 
atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi surat 
penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga 
yang mengesahkan.

Pasal 23
Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang 
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 
e dilakukan dengan mencocokan surat izin beracara yang asli 
dengan melampirkan fotokopi surat izin beracara yang telah 
dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 24
Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga 
bantuan hukum atau Organisasi sebagaima dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke 
alamat kantor dan dokumen status kantor.
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Pasal 25
Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga 
bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan 
langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui 
lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 26
Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan 
dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga 
bantuan hukum atau Organisasi kepada Kepala Badan 
Pembinaan Hukum Nasional secara berkala.

Pasal 27
Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan 
untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi 
telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam 
pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 28
(1) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menolak 

atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan 
kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan 
penolakannya.

(4) Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri 
dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja oleh Panitia.
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(5) Hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri 
dalam pemberian Akreditasi.

BAB VI PENGKLASIFIKASIAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 29
(1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah lulus 

Verifikasi diberikan Akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan 
hukum atau Organisasi berdasarkan:
a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait 

dengan orang miskin;
b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
c. jumlah advokat yang dimiliki;
d. pendidikan formal dan nonformal yang 

dimiliki advokat dan paralegal;
e. pengalaman dalam menangani atau memberikan 

bantuan hukum;
f. jangkauan penanganan kasus;
g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
h. usia atau lama berdirinya lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi;
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i. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
j. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
k. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi; dan
l. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau 

Organisasi.

Pasal 30
(1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum 
menjadi:
a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A;
b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan
c. Pemberi Bantuan Hukum katagori C.

(2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
memiliki:
a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) 

tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling 

sedikit 7 (tujuh) program;
c. jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan 

paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) 
orang;

d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki 
advokat paling rendah strata I dan paralegal yang 
telah mengikuti pelatihan paralegal;

e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah 
provinsi dan kabupaten/ kota;

f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
g. kepengurusan lembaga;
h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan 

hukum atau Organisasi; dan
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k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau 
Organisasi. (3) Katagori sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b memiliki:
a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) 

tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling 

sedikit 5 (lima) program;
c. jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan 

paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki 

advokat paling rendah strata I dan paralegal yang 
telah mengikuti pelatihan paralegal;

e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah 
provinsi dan kabupaten/ kota;

f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
g. kepengurusan lembaga lengkap;
h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan 

hukum atau Organisasi; dan
k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau 

Organisasi. (4) Katagori sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c memiliki:
a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 

(satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling 

sedikit 3 (tiga) program;
c. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan 

paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) 
orang;

d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki 
advokat paling rendah strata I dan paralegal yang 
telah mengikuti pelatihan paralegal;

e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah 
provinsi dan kabupaten/ kota;
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f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
g. kepengurusan lembaga lengkap;
h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi; dan
k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum 

atau Organisasi.

Pasal 31
(1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri 

mengenai lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang 
telah terakreditasi dengan melaksanakan rapat Panitia.

(2) Keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai 
mufakat.

(3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, 
keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 32
(1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau 

Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi 
sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh 
Menteri.

Pasal 33
Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku 
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 
ditetapkan.
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Pasal 34
Penetapan Pemberi bantuan hukum diumumkan melalui 
media cetak dan/ atau media elektronik.

Pasal 35
(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang.

(2) Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikasi 
dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum 
berakhirnya masa berlaku sertifikat.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan 
Verifikasi dan Akreditasi kembali.

Pasal 36
(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar 
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri 
dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

BAB VIII PELAPORAN PENDANAAN

Pasal 37
(1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi wajib 

melaporkan hibah, sumbangan, dan/ atau sumber 
pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah 
dimiliki pada saat permohonan Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Hibah, sumbangan, dan/ atau sumber pendanaan lain 
yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) dicantumkan dalam rencana program Bantuan 
Hukum.

(3) Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

Pasal 38
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia 
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/ atau sumber 
pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lembaga 

bantuan hukum atau Organisasi yang belum berstatus 
sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Status badan hukum bagi lembaga bantuan hukum atau 
Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan 
Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

No.222, 2013

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK 
ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 
2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN 

HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan  pelaksanaan 
  pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana 
  bantuan hukum, perlu mengubah Peraturan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
  10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
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  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 
  Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 b.  bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
  dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 
  2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 
  dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 
  Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
  tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
  Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
  Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 
  Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
  Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 
  Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
  Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 
  tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
  Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 



133Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
  Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Republik Indonesia (Berita Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) 
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
  6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi 
  dan Tata Kerja Kementerian Hukum 
  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 
  Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
  Nomor 186);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK 
  ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
  MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG 
  PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
  PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 
  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN 
  BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA 
  BANTUAN HUKUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 
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Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 
Hukum.

2. Pemberi Bantuan Hukum  adalah  lembaga Bantuan Hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan 
Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum.

3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang 
miskin.

4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin 
atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau 
keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

5. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan 
pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia.

7. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya 
disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi 
bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional.

8. Hari adalah Hari kerja.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) 
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ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 8
(1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang 
miskin melalui:
a. ceramah;
b. diskusi; dan/atau
c. simulasi.

(1a) Dalam melakukan penyuluhan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi 
Bantuan Hukum menitikberatkan pada:
a. materi akses terhadap keadilan; dan
b. peraturan perundang-undangan di bidang 

bantuan hukum;
(2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon 
Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada 
Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan 
ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang 
setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

(4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:

Pasal 9
Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi 
syarat:
a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit
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15 (lima belas) orang dan  paling  banyak  30  (tiga puluh) 
orang;

b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu 
paling singkat 2 (dua) jam;

c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok 
orang miskin berdomisili; dan

d. materi yang disampaikan bertujuan untuk membangun 
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

4. Ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 10 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia 
yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 
(tiga) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
c. 1 (satu) orang anggota, yang merupakan 

perwakilan dari unsur advokat, paralegal, 
dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum 
yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung 
sejak tanggal selesainya kegiatan penyuluhan hukum.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai 
dengan dokumen pendukung paling sedikit:
a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
b. foto pelaksanaan kegiatan;
c. absensi atau daftar hadir;
d. materi penyuluhan hukum; dan
e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
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disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui 
Sidbankum.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 11
(1) Dalam hal tertentu Pemberi Bantuan Hukum dapat 

melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa 
permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, jika telah 
berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi 
tertulis yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan 
hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum 
merupakan kelompok orang miskin.

(2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikeluarkan oleh:
a lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan 

domisili Penerima Bantuan Hukum;
b kepala rumah tahanan negara; atau 
c kepala lembaga pemasyarakatan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 12
(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk membantu mencari 
solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi 
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh 
Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan 
Hukum.

(3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon 
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan 
mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat 
keterangan miskin.
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(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A
(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan paling 
banyak 5 (lima) kali untuk satu perkara yang sama dari 
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi 
hukum.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui 
Sidbankum.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 13
(1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, 
menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen 
berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh 
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan 
Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum 
dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan 
surat keterangan miskin.

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A
(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus 

diberikan setiap kali kegiatan.
(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan Investigasi 
kasus.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 14
(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan 
Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan 
Hukum yang bersangkutan.

(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu 
proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang 
ditunjuk.

(3) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal 
penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor 
Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
hukum.

(5) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A
(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum 

diberikan setiap kali kegiatan.
(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian 
hukum.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

(4) Format laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 16
(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para 
pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.

(3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan 
Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan 
melampirkan surat keterangan miskin.

(4) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat 
dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan format berita acara hasil mediasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam 
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.

13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A
(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan mediasi hanya 

dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk satu perkara.
(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala 
Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 17
(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf f dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili 
penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima 
Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima 
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan 
Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan 
melampirkan surat keterangan miskin.

(3) Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat 
dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan format berita acara hasil negosiasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.
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15. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A
(1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan negosiasi hanya 

dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) 
perkara.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan negosiasi.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala 
Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 18
(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerima 
Bantuan Hukum untuk:
a. penanganan atau pemantauan kasus;
b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/

atau
c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

(2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua 
puluh) orang.

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. permohonan; atau
b. tanpa permohonan
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17. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 18A
(1) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3) huruf a diajukan oleh perwakilan kelompok yang 
diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, 
atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon 
Bantuan Hukum.

(2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18B
(1) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3) huruf b  dapat  dilakukan  jika  Pemberi Bantuan 
Hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan 
rekomendasi tertulis yang menyatakan  bahwa  peserta  
pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang 
miskin.

(2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikeluarkan oleh:
a. lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan 

domisili Penerima Bantuan Hukum;
b. kepala rumah tahanan negara; atau
c. kepala lembaga pemasyarakatan.
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18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 19
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan:
a. daftar hadir;
b. foto kegiatan;
c. materi pemberdayaan masyarakat; dan
d. notula hasil kegiatan.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

(4) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 20
(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk 
advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke 
instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

(2) Pendampingan di luar pengadilan diajukan berdasarkan 
permohonan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan 
melampirkan surat keterangan miskin.

(3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan  bagi saksi 
dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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berupa:
a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup 

informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/
atau korban dalam proses peradilan;

b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat 
penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan 
dalam sidang pengadilan;

c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit 
pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;

d. pendampingan  saksi   dan/atau    korban    ke rumah 
sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan 
visum et repertum atau perawatan kesehatan;

e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam 
menanyakan perkembangan penyidikan dan 
persidangan kepada aparat penegak hukum;

f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk 
mendapatkan pelindungan; dan/atau

g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga 
konseling.

(4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan di 
luar pengadilan diberikan paling banyak 4 (empat) kali 
untuk 1 (satu) perkara.

(5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses 
hukum yang sedang berjalan.

(6) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 21
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 
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tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pendampingan 
di luar pengadilan.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar 
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui 
Sidbankum.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 24
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung 
sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan drafting 
dokumen hukum.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan drafting dokumen hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 27
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan 

oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi 
Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada 
Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, 
paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di 
luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
a. ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak 

mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah 
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tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
(3) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan 
keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau 
mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai 
pelaksana bantuan hukum.

(4) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mendaftarkan pelaksana bantuan hukum kepada 
unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait 
pemberian bantuan hukum melalui Sidbankum.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 34
(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 harus melampirkan:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain 

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, 

atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili 
Pemohon Bantuan Hukum;

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga 

atau kuasanya.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat 

keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
b. kartu bantuan langsung tunai;
c. kartu keluarga sejahtera;
d. kartu beras miskin;
e. kartu indonesia pintar;
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f. kartu indonesia sehat;
g. kartu perlindungan sosial;
h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan 

Pemerintah lainnya; atau
i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan 

miskin.
(3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh 
Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh 
pejabat penegak hukum meliputi:
a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa 

dan menyidik perkara orang miskin pada tahap 
penyidikan;

b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang 
melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan 
terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau 
penuntutan;

c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan 
Hukum adalah tahanan miskin;

d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima 
Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang 
memeriksa perkara orang miskin.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan 
hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan 
berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima 
Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak 
perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum 
dan Surat Keterangan Miskin.

(5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki 
identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon 
Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan 
alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari 
instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi 
Bantuan Hukum.
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(6) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui 
oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di 
tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 37
(1) Sebelum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan 

nonlitigasi, pemberi bantuan hukum mengajukan 
permohonan melalui Sidbankum untuk memperoleh 
persetujuan kepala Kantor Wilayah.

(2) Persetujuan kepala Kantor Wilayah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) Hari  terhitung sejak tanggal 
permohonan diterima.

(3) Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan 
yang cepat, maka pengajuan permohonan bantuan hukum 
dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap 
mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum yang 
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Permohonan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
b. jenis bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang 

diberikan; dan
c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara 

yang ditangani.
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25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 42
(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran 

Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Kantor 
Wilayah.

(2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum 
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan 
Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

(3) Penganggaran dan Pencairan anggaran Bantuan Hukum 
kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan terhadap 
pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan di wilayah 
hukumnya dalam lingkup daerah provinsi.

(4) Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari 
Pemberi Bantuan Hukum induk, penandatanganan 
perjanjian pelaksanaan bantuan hukumnya dilakukan 
oleh pimpinan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum 
induknya.

26. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A
(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pindah domisili 

wilayah kerja dari yang telah ditetapkan, wajib 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari unit kerja 
pemberian Bantuan Hukum.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempertimbangkan sebaran Pemberi Bantuan Hukum di 
setiap daerah provinsi.

(3) Peralihan anggaran Pemberi Bantuan Hukum dari 
perpindahan domisili wilayah kerja akan diberikan pada 
tahun anggaran berikutnya atau dapat diberikan pada 
tahun anggaran berjalan.
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27. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 45
(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan 

pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala 
Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian 
perkara dan dokumen pendukung.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan 
tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan 
kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak 
tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan 
perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan 
jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap 
telah disetujui.

(5) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih 
terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi 
Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen 
pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan 
pencairan anggaran diberikan.

(6) Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan 
penyampaian jawaban atas permohonan pencairan 
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) dilakukan melalui Sidbankum.
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28. Ketentuan ayat (3) huruf b dan c serta ayat (4) huruf a 
dan huruf b Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 46
(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan 

setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara 
pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi 
Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai 
dengan bukti pendukung.

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. bukti penanganan perkara;
b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
d. dokumentasi.

(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam 
perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan 
meliputi:
a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling 

sedikit:
1. surat permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan;
4. surat panggilan;
5. surat perintah penyidikan atau 

surat perintah penghentian penyidikan; dan
6. putusan Praperadilan, jika ada.

b. tahap Persidangan di pengadilan 
tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
1. surat kuasa;
2. nomor perkara;
3. surat dakwaan;
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4. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim 
untuk pendampingan), jika ada;

5. surat keputusan penghentian penuntutan, jika 
ada;

6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam 
persidangan;

7. pledoi;
8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam 

persidangan;
9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam 

persidangan;
10. jadwal sidang; dan
11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, 
dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, 

dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; 
dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan 
tingkat banding.

d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, 
dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam 

hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan 

tingkat kasasi.
e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan 

paling sedikit:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan 

kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali (PK),  dalam hal 
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perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar 
biasa; dan

4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan 
kembali (PK).

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi dalam 
perkara perdata meliputi:
a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:

1. surat permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan;
4. surat gugatan/jawaban gugatan
5. registrasi perkara dengan nomor register; dan/

atau
6. surat panggilan;

b. tahap putusan pengadilan tingkat 
pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. dihapus
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. akta perdamaian atau melanjutkan 

perkara.
7. eksepsi atau replik;
8. kesimpulan; dan/atau
9. salinan putusan atau petikan 

putusan pengadilan.
c. tahap putusan pengadilan tingkat 

banding, dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, 

dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya 
hukum biasa; dan
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3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan 
tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan 
melampirkan paling sedikit:
1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam 

hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum 
biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan 
tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan 
paling sedikit:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan 

kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori 

peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan 
ke proses upaya hukum luar biasa; dan

4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan 
kembali.

(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi di bidang 
hukum tata usaha negara meliputi:
a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan 

melampirkan:
1. permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan;
4. surat gugatan;
5. registrasi perkara dengan nomor register;
6. surat panggilan;
7. surat penetapan pengadilan pada rapat 

permusyawaratan/dismissal process; dan
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8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan 
dari pejabat tata usaha negara, jika ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan 
melampirkan:
1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik; dan
7. kesimpulan;
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan 
melampirkan:
1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, 

dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya 
hukum biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan 
tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan 
melampirkan:
1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam 

hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum 
biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan 
tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan 

kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori 
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peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan 
ke proses upaya hukum luar biasa; dan

4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan 
kembali.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 48
Menteri melalui kepala Kantor Wilayah melakukan pencairan 
anggaran Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap 
pengajuan permohonan pencairan yang telah disetujui.
 
30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 49
(1) Pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi tidak 

dapat dialihkan menjadi anggaran Bantuan Hukum 
litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan 
perkara yang sama.

(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi 
kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pencairan anggaran 
Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan 
Hukum litigasi.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima 
pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi, 
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat lagi mengajukan 
permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi 
untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara 
yang sama.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima 
pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi maka 
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biaya bantuan hukum nonlitigasi yang telah dicairkan 
diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk 
pembayaran Bantuan Hukum litigasi.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Bantuan Hukum 
nonlitigasi dalam bentuk:
a. pendampingan di luar pengadilan terhadap saksi yang 

ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf g; 
dan

b. investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13.

 (6) Untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), biaya Bantuan Hukum dapat 
dibayarkan baik untuk kegiatan Bantuan Hukum 
nonlitigasi maupun Bantuan Hukum litigasi.

31. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 57
Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sedang dilaksanakan 
oleh Pemberi Bantuan Hukum sebelum berlakunya Peraturan 
Menteri ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 
Hukum.

32. Ketentuan Pasal 58 dihapus.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2130
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR     TAHUN     TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN 
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

A. Formulir Penyuluhan Hukum

-30-

LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA 

CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN 

DANA BANTUAN HUKUM 

A. Formulir Penyuluhan Hukum

Nomor 
Perihal 

Kepada Yth: 

........................... , ........................ 20 .. 

Penyuluhan Hukum 

(Nama Organisasi Banruan Hukum) 

Di 
Tempat 

Dengan hormat, 
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B. Laporan Penyuluhan Hukum
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C. Formulir Konsultasi Hukum
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D. Laporan Konsultasi Hukum
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E. Formulir Investigasi Kasus
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F. Laporan Investigasi Kasus
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G. Proposal Penelitian Hukum
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H. Laporan Penelitian Hukum
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I. Formulir Mediasi
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J. Berita Acara Mediasi
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K. Formulir Negosiasi
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L. Berita Acara Negosiasi
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M. Formulir Pemberdayaan Masyarakat
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N. Laporan Pemberdayaan Masyarakat
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O. Formulir Pendampingan di Luar Pengadilan
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P. Formulir Drafting Dokumen Hukum
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Q. Formulir Proposal Pengajuan Bantuan Hukum
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R. Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum.

Akun Uraian

TA. 2016

Pagu Anggaran Awal Realisasi

Anggar-
an (Rp)

Jumlah 
Kasus/ 
Kegiat-

an
%-

tase
Anggar 
an (Rp)

Jumla h 
Kasus
/Kegi
atan

%-
tas e.

4 PENERIMA-
AN

41 Penerima-
an

dari APBN

100,00
0,000

1 100
%

50,000,
000

1 80
%

42 Penerima-
an

dari APBD

50,000
,000

1 100
%

20,000,
000

1 100
%
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43 Penerima-
an

dari Hibah

40,000
,000

3 150
%

30,000,
000

3 150
%

Jml
Penerima-

an

190,00
0,000

- 117
%

100,00
0,000

105
%

5
PENGELUA-

RAN

51 Litigasi 100,00
0,000

19 95% 50,000,
000

10 100
%

511 Perkara
Pidana

50,000
,000

9 90% 25,000,
000

5 100
%

512 Perkara
Perdata

20,000
,000

4 100
%

10,000,
000

2 100
%

513
Perkara 

Tata
Usaha 
Negara

10,000
,000 2

100
%

5,000,0
00 1

100
%

52 Non Litigasi 50,000
,000

9 100
%

20,000,
000

9 100
%

521 Penyuluhan 10,000
,000

1 100
%

4,000,0
00

1 100
%

522 Konsultasi 5,000,
000

1 100
%

2,000,0
00

1 100
%
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523 Investigasi 5,000,
000

1 100
%

2,000,0
00

1 100
%

524 Penelitian 5,000,
000

1 100
%

2,000,0
00

1 100
%

525 Mediasi 5,000,
000

1 100
%

2,000,0
00

1 100
%

526 Negosiasi 5,000,
000

1 100
%

2,000,0
00

1 100
%

527
Pemberdaya

an Masya-
rakat

5,000,
000 1

100
%

2,000,0
00 1

100
%

528 Pendam-
pingan

5,000,
000

1 100
%

2,000,0
00

1 100
%

529
Drafting

dokumen 
hukum

5,000,
000 1

100
%

2,000,0
00 1

100
%

53 Adminis-
trasi

Umum

50,000
,000

1 100
%

45,000,
000

1 64
%

Jml
Pengelu-

aran

200,00
0,000

115,00
0,000

86
%

Surplus/
(Defisit

)

(10,00
0,000)

(15,000
,000)
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6 PEMBIA-
YAAN

61
Pendapatan

Diterima 
Dimuka

10,000
,000 1

100
% - -

62
Hutang
kepada 

Pihak Ketiga

10,000
,000 1

100
%

5,000,0
00 -

N/ A

SiLPA/
(SiKPA)

10,000
,000

(10,000
,000)

-

Direktur/Ketua
(nama organisasi bantuan hukum)

Ttd 
(nama)

Ttd.
YASONNA H. LAOLY
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BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  

TENTANG  
PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 
  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
  yang adil serta perlakuan yang sama di 
  hadapan hukum, termasuk orang yang tidak 
  mampu, untuk mendapatkan akses terhadap 
  keadilan agar hak mereka diakui, terjamin,
  dan dilindungi secara adil;
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  b. bahwa pemberian bantuan hukum saat ini 
  belum menjangkau seluruh masyarakat 
  Indonesia karena adanya keterbatasan 
  pelaksana bantuan hukum sehingga 
  diperlukan peran paralegal untuk 
  meningkatkan jangkauan pemberian bantuan 
  hukum;
  c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan 
  Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 
  tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan 
  Hukum sudah tidak sesuai dengan 
  perkembangan dan kebutuhan hukum 
  masyarakat sehingga perlu diganti;
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
  sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
  b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan 
  Hukum;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang 
  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
  tentang Kementerian Negara (Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
  Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
  Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
  Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 
  Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
  Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 
  Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 
  Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 
  tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia (Lembaran Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
  Indonesia (Berita Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) 
  sebagaimana telah beberapa kali diubah 
  terakhir dengan Peraturan Menteri 
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 
  Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
  atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Nomor 29 Tahun 2015 
  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Republik Indonesia (Berita Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
 MANUSIA TENTANG PARALEGAL DALAM 
 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.
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BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 
Penerima Bantuan Hukum.

2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum 
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan 
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
orang miskin.

4. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan 
Hukum Nasional selaku unit kerja Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia yang salah tugas dan fungsinya 
terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.

5. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari 
komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum 
yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi 
sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi 
Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

6. Rekognisi adalah pengakuan terhadap Paralegal yang 
telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian 
Bantuan Hukum, dalam bentuk surat keterangan sebagai 
Paralegal yang telah memiliki kompetensi.

7. Pengakuan Kompetensi adalah pengakuan dari Badan 
Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat 
terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan 
Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan 
Paralegal. 
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8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya 
disingkat BPHN adalah unit utama yang menjalankan 
tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum 
nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia.

10. Kepala Badan adalah Kepala BPHN Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi 
Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

BAB II  
HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT

Pasal 3
(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:

a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan 
pemberian Bantuan Hukum; dan

b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, 
keamanan dan keselamatan dalam menjalankan 
pemberian Bantuan Hukum.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib 
melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum 
berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 
dan standar layanan bantuan hukum.
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Pasal 4
 Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi 

Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KOMPETENSI DAN PELATIHAN PARALEGAL

Pasal 5
(1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus 

memiliki kompetensi yang meliputi:
a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, 

dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat 

dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak 
lain yang dilindungi oleh hukum; dan

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa 
pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

(2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan 
pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan 
Hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan 
Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:
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a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan
b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan 

dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang 
ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/
direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6
(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan 
Hukum dan dapat bekerja sama dengan:
a. perguruan tinggi;
b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 

dan/atau
c. lembaga nonpemerintah.

(2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus membentuk kepanitiaan 
yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah 
mendapatkan persetujuan dari BPHN.

(4) Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan 
kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan.

Pasal 7
(1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal 

yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang 
diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai 
dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah 
ditetapkan oleh Kepala Badan.
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(2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan 
oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di 
wilayah tersebut.

Pasal 8
(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan 
Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat 
mengembangkan materi kurikulum Paralegal dalam 
sebagai bentuk pelatihan lanjutan untuk menampung 
kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja 
Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Dalam mengembangkan materi kurikulum pendidikan 
dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat 
berkonsultasi dengan BPHN.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN PARALEGAL

Pasal 9
Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang 
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian 
Bantuan Hukum.

Pasal 10
Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan 
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Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan 
pelayanan hukum berupa:
a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/

kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh 

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau

c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk 
dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Pasal 11
(1) Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menunjukkan 
kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas.

(2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 
atau dievaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12
(1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan 

evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan 
Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan 
atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal 
kepada BPHN.
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(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu 
jika diperlukan.

BAB VI  
REKOGNISI

Pasal 13
(1) BPHN memberikan surat keterangan Rekognisi dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan 
Menteri ini mulai berlaku terhadap Paralegal yang:
a. telah terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan 

Hukum tetapi belum mengikuti pendidikan dan 
pelatihan Paralegal; atau

b. belum terdaftar di Sistem Informasi Database 
Bantuan Hukum tetapi telah mengikuti pendidikan 
dan pelatihan Paralegal.

(2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat 
persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
dari BPHN.

(3) Pengajuan Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN 
dengan melampirkan:
a. profil Paralegal yang meliputi:

1. nama lengkap disertai fotokopi kartu tanda 
penduduk;

2. daftar pengalaman memberikan Bantuan Hukum; 
dan
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3. latar belakang pendidikan dengan melampirkan 
ijazah, dan

b. surat rekomendasi dari Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 14
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan 
Menteri ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  

STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional 
  setiap orang untuk mendapatkan bantuan 
  hukum dan bertanggung jawab terhadap 
  pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan 
  dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan 
  kedudukan dalam hukum, keterbukaan, 
  efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;

No.97, 2021 KEMENKUMHAM. Standar Layanan. Bantuan 
Hukum.
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 b. bahwa untuk menjamin pemberian bantuan 
  hukum dilaksanakan secara berkualitas dan 
  memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam 
  huruf a, perlu menyusun standar layanan 
  bantuan hukum yang dituangkan dalam 
  sebuah peraturan perundang-undangan;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
  huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
  tentang Kementerian Negara (Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
  Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
  Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
  Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 
  Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
  Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 
  Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 
  Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 
  tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia (Lembaran Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
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 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
  Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 
  dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 
  dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
  2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah 
  dengan Peraturan Menteri Hukum dan 
  Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 
  tentang Perubahan atas Peraturan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan 
  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 
  Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 
  Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 
  Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
  1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
  terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum 
  dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 
  2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi 
  dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 
  Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK 
  ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
  TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN 
  HUKUM.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 
Penerima Bantuan Hukum.

2. Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut 
Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan 
Hukum.

3. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan 
Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah 
pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh 
pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar 
layanan bantuan hukum.

4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan 
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

5. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, 
Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang 
terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

6. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan 
Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum 
dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait 
dengan pemberian bantuan hukum.

7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
orang miskin.
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8. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di 
bawah koordansi kantor wilayah hukum dan ham yang 
memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan 
evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di 
daerah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
(1) Untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan 

hukum, Menteri menetapkan Starla Bankum.
(2) Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:
a. Starla Bankum litigasi; dan
b. Starla Bankum nonlitigasi.

(3) Terhadap pelaksanaan Starla Bankum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Kepala Badan 
melakukan pembinaan.

Pasal 3
(1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi 

Bantuan Hukum berhak:
a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen 

untuk kepentingan penanganan perkara baik dari 
Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari 
Instansi lainnya;

b. mendapatkan dokumen identitas, keterangan 
domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari 
Penerima Bantuan Hukum;
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c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan 
selengkap-lengkapnya dari perkara yang dihadapi 
oleh Penerima Bantuan Hukum;

d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan 
perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam 
proses pembuktian ataupun memperjelas informasi 
yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan

e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang 
bersumber dari :
1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, 

dan tidak melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi 
Bantuan Hukum berkewajiban:
a. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada 

Pelaksana Bantuan Hukum;
b. assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum 

Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang 
dihadapi;

c. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum 
yang mudah diakses;

e. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima 
Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan 
Bantuan Hukum;

f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi 
integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;
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g. membuat sarana penunjang penerapan Starla 
Bankum yang meliputi:
1. Stopela Bankum; dan
2. informasi layanan Bantuan Hukum (poster, banner, 

infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya), dan
h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan 

hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan 
hukum.

Pasal 4
(1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima 

Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan 

maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan 
hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, 
perkembangan perkara, hak sebagai Penerima 
Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur 
layanan yang diterima;

b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak 
permohonannya diterima hingga perkara selesai 
dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla 
Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana 
Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang 
tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan 
Hukum;

c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan 
kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan 
yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum 
berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, 
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya 
atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap 
proses perkara yang dihadapi;
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e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum 
yang diterima; dan

f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan 
Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan 
Hukum.

(2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima 
Bantuan Hukum berkewajiban:
a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam 

membantu penanganan perkara;
b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan 

dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait 
dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 5
(1) Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian 

terhadap penerapan Starla Bankum.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan 
Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 6
(1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan 

haknya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima 
Bantuan Hukum berhak melakukan pengaduan terhadap 
layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana 
Bantuan Hukum.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
pula disampaikan oleh pihak lain yang berkepentingan.
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(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disampaikan kepada:
a. Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada 

Panitia Pengawas Daerah dan Penyelenggara Bantuan 
Hukum; atau

b. Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Panitia 
Pengawas Daerah.

(4) Kepala Badan menyusun pedoman penanganan terhadap 
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
diterapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Panitia 
Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum 
itu sendiri.

(5) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, 
Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti 
pengaduan tersebut.

(6) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan hasil 
penanganan pengaduan kepada Penerima Bantuan 
Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara 
Bantuan Hukum.

(7) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak menerima hasil 
penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), Penerima Bantuan Hukum dapat mengadukan 
kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 7
(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran 

atas penerapan Starla Bankum.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:
a. sanksi ringan;
b. sanksi sedang; atau
c. sanksi berat.
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(3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a diberikan dalam bentuk:
a. teguran lisan; atau
b. peringatan tertulis.

(4) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberikan secara langsung oleh:
a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi 

Bantuan Hukum; dan/atau
b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan 

Hukum.
(5) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b diberikan secara langsung oleh:
a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi 

Bantuan Hukum, dalam bentuk:
1. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan 

Hukum;
2. penghentian pemberian anggaran Bantuan 

Hukum tahun berjalan; atau
3. penghentian pemberian anggaran Bantuan 

Hukum tahun berikutnya; dan/atau
b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana 

Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian 
atau pencabutan sementara kartu identitas, surat 
penunjukan, atau bentuk surat lainnya sebagai 
keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

(6) Sanksi berat dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan 
secara langsung oleh:
a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi 

Bantuan Hukum, dalam bentuk:
1. pencabutan status akreditasi; atau
2. penurunan status akreditasi; dan/atau
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b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan 
Hukum, dalam bentuk pemberhentian keanggotaan 
Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 8
(1) Kepala Badan menetapkan pedoman tentang Starla 

Bankum.
(2) Pedoman tentang Starla Bankum memuat:

a. Starla Bankum litigasi;
b. Starla Bankum nonlitigasi; dan
c. pembinaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
meliputi asistensi, penilaian, pengaduan, dan sanksi.

Pasal 9
(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan 

Hukum menyusun dan menerapkan Stopela Bankum 
yang berpedoman pada pedoman Kepala Badan tentang 
Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengembangkan Stopela 
Bankum untuk menampung kekhususan ruang lingkup 
kerja Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10
(1) Menteri melalui Kepala Badan melakukan:

a. asistensi penyusunan Stopela Bankum; dan
b. peningkatan kapasitas dan penerapan pedoman 

Kepala Badan tentang Starla Bankum.
(2) Menteri dalam melakukan asistensi penyusunan Stopela 

Bankum dan peningkatan kapasitas penerapan pedoman 
Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan 
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lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 11
(1) Penyelenggara Bantuan Hukum dan/atau Panitia 

Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi 
terhadap penerapan Starla Bankum.

(2) Panita Pengawas Daerah menyampaikan laporan atas 
hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan 
Starla Bankum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu 
jika diperlukan.

Pasal 12
Pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan pada saat Peraturan 
Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021

TENTANG 

LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM

YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI 
BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022-2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-
  Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
  Bantuan Hukum, perlu dilakukan verifikasi 
  dan akreditasi bagi lembaga/organisasi 
  bantuan hukum yang layak untuk 
  menjadi pemberi bantuan hukum dan 
  dapat mengakses anggaran dari pemerintah 
  pusat dan daerah;



226 Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

 b. bahwa setelah dilakukan verifikasi baik 
  secara administratif maupun faktual dan 
  dinyatakan lulus sebagai pemberi bantuan 
  hukum, maka terhadap lembaga/organisasi 
  bantuan hukum tersebut perlu diberikan 
  status akreditasi;
 c. bahwa terhadap lembaga/organisasi bantuan 
  hukum yang telah memiliki status akreditasi 
  periode Tahun 2019-2021 dilakukan pula 
  perpanjangan sertifikasi untuk mendapatkan 
  status akreditasi yang baru;
 d. bahwa pemberian status akreditasi 
  sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 
  huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan 
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Republik Indonesia;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
  tentang Kementerian Negara (Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
  166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
  Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
  tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara 
  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 
  Tambahan Lembaran Negara Republik 
  Indonesia Nomor 5248);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
  Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 
  Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 
  Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran 
  Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
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 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 
  tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia (Lembaran Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
  Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi 
  Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi 
  Kemasyarakatan (Berita Negara Republik 
  Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
  Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan 
  Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 
  Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita 
  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
  Nomor 816), sebagaimana telah diubah 
  dengan Peraturan Menteri Hukum dan 
  Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 
  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 
  Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
  Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 
  Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 
  Tahun 2016 Nomor 2130);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
 LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG 
 LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI 
 PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 
 2022-2024.
KESATU : Menyatakan:
 a. Lembaga/organisasi bantuan hukum yang 
  mengajukan verifikasi dan akreditasi;
 b. Lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum 
  periode akreditasi Tahun 2019-2021 yang 
  mengajukan perpanjangan sertifikasi.
 Lulus sebagai organisasi pemberi bantuan hukum 
 periode Tahun 2022-2024 dan diberikan status 
 akreditasinya sebagaimana tercantum dalam 
 lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
 Asasi Manusia ini.
KEDUA : Terhadap organisasi pemberi bantuan hukum 
  sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, 
  diberikan sertifikat akreditasi pemberi bantuan 
  hukum.
KETIGA : Organisasi pemberi bantuan hukum sebagaimana 
  dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan 
  pemberian bantuan hukum kepada orang miskin 
  atau kelompok orang miskin di wilayah 
  hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan 
  yang berlaku.
KEEMPAT : Program bantuan hukum diselenggarakan oleh 
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
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  dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional 
  dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah 
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
  Republik Indonesia.
KELIMA : Anggaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum 
  dibebankan dalam Daftar lsian Pelaksanaan 
  Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum 
  Nasional melalui Petikan Daftar lsian Pelaksanaan 
  Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementeiran 
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KEENAM : Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
  M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/
  Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan 
  Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 
  Tahun 2019-2021.
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
  dan berlaku selama periode Tahun 2022-2024.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Desemb

LAOLY
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA  

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  

DAN PELATIHAN PARALEGAL  
NOMOR : PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting 
dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal 
pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum 
bagi masyarakat. Menimbang bahwa paralegal memiliki peran dan 
kontribusi yang besar serta krusial bagi pemberian bantuan hukum 
yang dirasakan masyarakat sebelum undang-undang bantuan hukum 
disahkan. Di sisi lain, fakta adanya kelaterbatasan jumlah advokat, 
terlebih lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan 
hukum, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan 
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bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai 
latar belakang profil termasuk pendidikan formal, meski bukan 
sarjana hukum ataupun advokat namun merupakan representasi dari 
masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman 
hukum, dan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses 
terhadap keadilan di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk 
meningkatkan kapasitas Paralegal melalui pendidikan dan pelatihan 
tentang hukum dan lainnya demi menunjang kemampuan paralegal 
dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas. Pendidikan 
dan Pelatihan Paralegal dilaksanakan sebagai upaya memenuhi 
kompetensi yang dibutuhkan sebagai Paralegal Dalam Pemberian 
Bantuan Hukum, yaitu :

a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok 
kepentingan dalam masyarakat;

b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam 
memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang 
dilindungi oleh hukum; dan

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan 
dukungan terhadap masyarakat.

Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi diatas Paralegal juga 
diharapkan dapat memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa :

a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan 
sampai dengan tingkat provinsi;

b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh 
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah 
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daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau 
pemerintah desa; dan/atau

c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/
atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

Untuk itu mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, maka 
dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal perlu 
dibentuk Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum 
Nasional (BPHN).

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

 Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyeleng-
garaan pendidikan dan pelatihan Paralegal yang dilakukan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar 
Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, 
Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, 
Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam 
Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi 
Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan 
dan Kronologis, dan Aktualisasi Peran Paralegal.

b. Tujuan

 Pedoman ini memiliki tujuan untuk menetapkan standar etika, 
nilai-nilai dan ideologi seorang Paralegal serta meningkatkan 
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mutu sumber daya, pengetahuan dan keterampilan advokasi 
Paralegal, dimana Paralegal sebagai Pelaksana Bantuan Hukum 
harus memiliki kemampuan yang memadai dalam pemberian 
bantuan hukum, serta Paralegal yang telah mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu melaksanakan 
peran dan fungsi sebagai Paralegal yang berkualitas.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pela-
tihan Paralegal ini meliputi :

a. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan

b. Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
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BAB II  
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Tujuan Kurikuler Umum (TKU)

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini peserta 
diharapkan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai Paralegal 
yang berkualitas.

2. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, peserta 
diharapkan mampu:

a. Menjelaskan tentang pengantar hukum dan demokrasi;

b. Menjelaskan tentang keparalegalan;

c. Menjelaskan tentang struktur dan kondisi sosial masyarakat;

d. Menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi;

e. Menjelaskan tentang hak asasi manusia;

f. Menjelaskan tentang konsep gender, minoritas dan kelompok 
rentan;

g. Menerapkan tentang teknik komunikasi bagi paralegal;

h. Menjelaskan tentang prosedur hukum dalam sistem peradilan di 
indonesia;

i. Melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam 
bentuk dokumen tertulis; dan

j. Mengaktualisasikan peran paralegal dalam bentuk praktik 
memberikan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.
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3. Struktur Kurikulum

Guna mencapai kompetensi sebagai Paralegal, maka struktur 
kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal terbagi menjadi 3 
(tiga), yang terdiri dari mata pelajaran sebagai berikut :

a. Pengetahuan dasar

1) Pengantar hukum dan demokrasi;

2) Keparalegalan;

3) Struktur masyarakat;

4) Bantuan hukum dan advokasi;

5) Hak asasi manusia;

6) Gender, minoritas dan kelompok rentan;

7) Prosedur hukum dalam sistem peradilan di indonesia.

b. Pengetahuan teknis

1) Teknik komunikasi bagi paralegal;

2) Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan 
kronologis.

c. Aktualisasi peran paralegal

1) Peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum;

2) Peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya.

4. Waktu

Waktu Pendidikan dan pelatihan Paralegal:



321Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal No. PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

a. Kegiatan di dalam kelas (on class)

 Dilaksanakan selama paling singkat 3 (tiga) hari untuk 
18 (delapan belas) jam pelajaran dengan durasi 1 (satu) 
jam pelajaran @60 (enam puluh) menit. Kelas dapat 
diselenggarakan secara klasikal dan/atau daring.

b. Kegiatan Aktualisasi di luar kelas (off class)

 Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

5. Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal terdiri dari 10 (sepuluh) 
mata pelajaran dengan alokasi waktu pembelajaran sebegai berikut :

No. Mata Pelajaran Jam 
Pelajaran

1 Pengantar Hukum dan Demokrasi 2 Jam
2 Keparalegalan 2 Jam
3 Struktur Masyarakat 2 Jam
4 Bantuan Hukum dan Advokasi 2 Jam
5 Hak Asasi Manusia 1,5 Jam
6 Gender, Minoritas dan kelompok Rentan 1,5 Jam
7 Teknik Komunikasi Bagi Paralegal 3 Jam
8 Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan 

di Indonesia
2 Jam

9 Teknik penyusunan dokumen laporan, 
pengaduan, dan kronologis

2 Jam

10 Aktualisasi peran paralegal 3 bulan off 
class
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6. Ringkasan Mata pelajaran

Untuk dapat memberi gambaran masing-masing mata pelajaran 
dalam Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, berikut adalah ringkasan 
materi dari masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :

a. Pengantar Hukum dan Demokrasi

1) Deskripsi singkat

 Mata Pelajaran Pengantar Hukum dan Demokrasi adalah 
mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang 
prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip-
prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia, 
hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas 
Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan lembaga-
lembaga Negara dan fungsinya (lembaga legislatif, 
eksekutif dan yudikatif), sehingga setelah mengikuti 
mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan 
prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip- 
prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia, 
hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas 
Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB), lembaga-lembaga 
Negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan 
yudikatif).

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tentang Pengantar Hukum dan 
Demokrasi.
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3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan 
kepancasilaan;

b) Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi;

c) Menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia;

d) Menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-
undangan dengan 3 (tiga) asas melekat di dalamnya;

e) Menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik;

f) Menjelaskan keberadaan lembaga-lembaga 
negara dan fungsinya.

4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan;

b) Prinsip-prinsip demokrasi;

c) Pluralisme hukum di indonesia;

d) Hierarkhi peraturan perundang-undangan;

e) Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

f) Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (lembaga 
legislatif, eksekutif dan yudikatif).

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca 
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materi Pengantar Hukum dan Demokrasi, melakukan 
brainstorming, mendengarkan ceramah, berdiskusi 
dengan pengajar maupun sesama peserta mengenai 
materi pokok.

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Pengantar Hukum 
dan Demokrasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

b. Keparalegalan

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Keparalegalan adalah mata pelajaran 
paralegal yang mempelajari tentang definisi, sejarah, 
kriteria, peran, dan nilai personal paralegal, sehingga 
setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta 
dapat menjelaskan definisi paralegal, menceritakan 
sejarah paralegal, menjelaskan kriteria, peran, dan 
menerapkan nilai-nilai personal paralegal.

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tentang Keparalegalan.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Menyebutkan definisi paralegal;

b) Menjelaskan sejarah paralegal;

c) Menjelaskan kriteria paralegal;

d) Menjelaskan peran paralegal;
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e) Menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal 
paralegal.

4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Definisi paralegal;

b) Sejarah paralegal;

c) Kriteria paralegal;

d) Peran paralegal;

e) Nilai-nilai personal paralegal.

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca 
materi tentang Keparalegalan, melakukan brainstorming, 
mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar 
maupun sesama peserta, melakukan simulasi dan 
menonton film/video yang relevan dengan materi pokok.

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Keparalegalan adalah 
2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

c. Struktur Masyarakat

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Struktur Masyarakat adalah mata pelajaran 
paralegal yang mempelajari tentang sosiologi masyarakat, 
relasi-relasi pokok dalam masyarakat, relasi masyarakat 
pedesaan, relasi masyarakat perkotaan, relasi gender, 
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relasi antar generasi, relasi dalam kerja, relasi alam dan 
sosial sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini 
diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang sosiologi 
masyarakat, relasi-relasi pokok dalam masyarakat, 
mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan, relasi 
masyarakat perkotaan, relasi gender, relasi antar generasi, 
relasi dalam kerja, relasi alam dan sosial.

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tentang Struktur dan Kondisi Sosial 
Masyarakat.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat :

a) Menjelaskan tentang sosiologi masyarakat;

b) Menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat;

c) Mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan;

d) Mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan;

e) Mengilustrasikan relasi gender;

f) Mengilustrasikan relasi antar generasi;

g) Mengilustrasikan relasi dalam kerja; dan

h) Mengilustrasikan relasi alam dan sosial.

4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Sosiologi masyarakat;

b) Relasi-relasi pokok dalam masyarakat;
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c) Relasi masyarakat pedesaan;

d) Relasi masyarakat perkotaan;

e) Relasi gender;

f) Relasi antar generasi;

g) Relasi dalam kerja; dan

h) Relasi alam dan sosial.

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi 
tentang Struktur Masyarakat, melakukan brainstorming, 
mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar 
maupun sesama peserta, dan bermain peran (role play).

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Struktur Masyarakat 
adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

d. Bantuan Hukum dan Advokasi

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Bantuan Hukum dan Advokasi adalah 
mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang 
sejarah perkembangan bantuan hukum, definisi, asas-
asas, tujuan, ruang lingkup bantuan hukum, syarat-syarat 
dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar 
layanan bantuan hukum, model-model bantuan hukum, 
bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat, tata 
cara dan teknik melakukan advokasi dan Alternative 
Dispute Resolution (ADR) sehingga setelah mengikuti 
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mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan 
tentang defenisi, asas-asas, tujuan, ruang lingkup bantuan 
hukum, syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan 
hukum, dan standar layanan bantuan hukum, serta dapat 
menjelaskan model-model bantuan hukum, bantuan 
hukum yang memberdayakan masyarakat, tata cara 
dan teknik melakukan advokasi dan Alternative Dispute 
Resolution (ADR).

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjelaskan dan menerapkan tentang Bantuan 
Hukum dan Advokasi.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum;

b) Menyebutkan definisi bantuan hukum:

c) Menjelaskan asas-asas dan tujuan bantuan hukum;

d) Menjelaskan ruang lingkup bantuan hukum;

e) Menjelaskan syarat dan tata cara pemberian bantuan 
hukum serta standar layanan bantuan hukum;

f) Menjelaskan model-model bantuan hukum;

g) Menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan 
masyarakat;

h) Menceritakan tata cara advokasi dan Alternative 
Dispute Resolution (ADR).
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4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Sejarah perkembangan bantuan hukum;

b) Definisi bantuan hukum:

c) Asas-asas dan tujuan bantuan hukum;

d) Ruang lingkup bantuan hukum;

e) Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta 
standar layanan bantuan hukum;

f) Model-model bantuan hukum;

g) Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;

h) Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan 
Alternative Dispute Resolution (ADR).

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca 
materi tentang Bantuan Hukum dan Advokasi, melakukan 
brainstorming, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik 
dengan pengajar maupun sesama peserta, dan melakukan 
simulasi.

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Bantuan Hukum dan 
Advokasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).
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e. Hak Asasi Manusia (HAM)

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Hak Asasi Manusia adalah mata pelajaran 
paralegal yang mempelajari tentang sejarah, definisi, 
prinsip dan konsep HAM, perbedaan hak sipil politik, 
hak ekonomi, sosial dan budaya, identifikasi pelanggaran 
HAM, dan realitas pemenuhan HAM sehingga setelah 
mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat 
menjelaskan sejarah, definisi, prinsip dan konsep HAM, 
dapat membedakan hak sipil politik, hak ekonomi, sosial 
dan budaya, dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM, 
dan menceritakan realitas pemenuhan HAM.

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Menjelaskan sejarah HAM;

b) Menjelaskan definisi HAM;

c) Menjelaskan prinsip dan konsep HAM;

d) Membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial 
dan budaya;

e) Mengidentifikasi pelanggaran HAM;

f) Menceritakan realitas pemenuhan HAM.
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4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

1) Sejarah HAM;

2) Definisi HAM;

3) Prinsip dan konsep HAM;

4) Hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya;

5) Jenis-jenis pelanggaran HAM;

6) Realitas pemenuhan HAM.

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi 
tentang Hak Asasi Manusia, mendengarkan ceramah, 
berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, 
membahas kasus yang relevan dengan materi pokok dan 
bermain peran (role play).

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Hak Asasi Manusia 
adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh menit) pelajaran (90 
menit).

f. Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Gender, minoritas, dan kelompok rentan 
adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari 
tentang definisi gender, minoritas, dan kelompok rentan, 
konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai 
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bagian dari HAM, dan isu-isu terkait gender, minoritas, 
dan kelompok rentan, sehingga setelah mengikuti mata 
pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan 
definisi, konsep, serta menggali isu-isu terkait gender, 
minoritas dan kelompok rentan.

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tentang konsep gender, minoritas 
dan kelompok rentan.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapa t:

a) Menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok 
rentan;

b) Menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok 
rentan sebagai bagian dari HAM;

c) Menggali isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan 
kelompok rentan.

4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;

b) Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan 
sebagai bagian dari HAM;

c) Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok 
rentan.
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5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca 
materi tentang Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, 
mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar 
maupun sesama peserta, dan membahas kasus yang 
relevan dengan materi pokok.

6) Waktu

 Alokasi waktu mata pelajaran untuk Gender, minoritas 
dan kelompok rentan adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh 
menit) pelajaran ( 90 menit).

g. Teknik Komunikasi bagi Paralegal

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Teknik Komunikasi bagi Paralegal adalah 
mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang 
konsep dasar komunikasi, komunikasi yang meyakinkan 
pihak lain, komunikasi yang responsif, dan kesimpulan dari 
komunikasi yang dilakukan, sehingga setelah mengikuti 
mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan 
konsep dasar komunikasi, dapat melakukan komunikasi 
yang meyakinkan pihak lain, melakukan komunikasi yang 
responsif, dan dapat menarik kesimpulan dari komunikasi 
yang dilakukan.

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menerapkan Teknik Komunikasi Bagi Paralegal.



334 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal No. PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Menjelaskan konsep dasar komunikasi;

b) Melakukan komunikasi persuasif yang mampu 
meyakinkan orang lain;

c) Teknik komunikasi responsif;

d) Menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan.

4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Konsep dasar komunikasi;

b) Teknik komunikasi persuasif;

c) Teknik komunikasi responsif;

d) Kemampuan mendengarkan;

e) Kemampuan bertanya;

f) Kemampuan mengenali bahasa tubuh;

g) Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomuni-
kasi;

h) Kemampuan menarik kesimpulan.

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca 
materi tentang Teknik komunikasi Bagi Paralegal, 
mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar 
maupun sesama peserta, dan bermain peran (role play).
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6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik komunikasi 
bagi paralegal adalah 3 (tiga) jam pelajaran (180 menit).

h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan 
di Indonesia adalah mata pelajaran paralegal yang 
mempelajari tentang sistem dan prosedur peradilan 
pidana, peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara, 
peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, 
dan sekilas tentang peradilan militer, sehingga setelah 
mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat 
menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana, 
peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dapat 
menjelaskan sekilas sistem peradilan militer.

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tentang Prosedur Hukum dalam 
Sistem Peradilan di Indonesia.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana;

b) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan perdata 
(umum dan agama);
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c) Menjelaskan sistem peradilan tata usaha negara;

d) Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi 
dan Mahkamah Agung; dan

e) Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer.

4) Materi PokokMateri pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Sistem peradilan pidana;

b) Sistem peradilan perdata (umum dan agama);

c) Sistem peradilan tata usaha negara;

d) Sistem peradilan mahkamah konstitusi dan mahkamah 
agung; dan

e) Overview/sekilas tentang peradilan militer.

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca 
materi tentang Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan 
di Indonesia, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik 
dengan pengajar maupun sesama peserta, dan membahas 
kasus yang relevan dengan materi pokok.

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Prosedur Hukum 
dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah 2 (dua) jam 
pelajaran (120 menit).
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i. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan 
Kronologis

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, 
Pengaduan, dan Kronologis adalah mata pelajaran 
paralegal yang mempelajari tentang penyusunan 
laporan, korespondensi, dan kronologis atas suatu 
peristiwa sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini 
diharapkan peserta dapat menyusun dokumen laporan, 
korespondensi, dan kronologis atas suatu peristiwa.

2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan dan 
kronologis dalam bentuk dokumen tertulis.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Menyusun laporan;

b) Menyusun korespondensi;

c) Menyusun kronologis atas suatu peristiwa;

d) Melakukan penelusuran data dan informasi;

e) Melakukan metode pemilahan data dan informasi.

4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

a) Teknik penyusunan laporan;

b) Teknik korespondensi;
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c) Teknik penyusunan kronologis;

d) Teknik penelusuran data dan informasi;

e) Metode pemilahan data dan informasi.

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui 
serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca 
materi tentang Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, 
Pengaduan dan Kronologis, mendengarkan ceramah, 
berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, 
dan praktik penyusunan.

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik Penyusunan 
Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis adalah 2 
(dua) jam pelajaran (120 menit).

j. Aktualisasi Peran Paralegal

1) Deskripsi singkat

 Mata pelajaran Aktualisasi Peran Paralegal adalah mata 
pelajaran paralegal yang merupakan praktik pemberian 
bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada 
penerima manfaat bantuan hukum, dengan bimbingan 
dan pengawasan (mentoring) dari Advokat pada Pemberi 
Bantuan Hukum, sehingga setelah mengikuti mata 
pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjalankan 
peran dalam kegiatan bantuan hukum dan layanan hukum 
lainnya oleh Paralegal.
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2) Hasil Belajar

 Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan 
mampu menjalankan peran dalam kegiatan bantuan 
hukum dan layanan hukum lainnya.

3) Indikator Hasil Belajar

 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan 
dapat:

a) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Litigasi 
yang didampingi oleh Advokat pada Pemberi Bantuan 
Hukum paling sedikit 1 (satu) rangkaian proses hukum 
acara, misalnya :

i. Pendampingan dalam Penyelidikan, Penyidikan, 
Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk 
kegiatan litigasi Pidana;

ii. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, 
Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan 
atau lainnya untuk kegiatan litigasi Perdata; atau

iii. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, 
Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan 
atau lainnya untuk kegiatan litigasi Tata Usaha 
Negara.

b) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan 
Nonlitigasi, yaitu :

i. Penyuluhan hukum;

ii. Konsultasi hukum;

iii. Investigasi kasus;
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iv. Penelitian Hukum;

v. Mediasi;

vi. Negosiasi;

vii. Pemberdayaan Masyarakat;

viii.Pendampingan di luar pengadilan;

ix. Drafting dokumen.

 Dengan paling sedikit melaksanakan 4 (empat) 
dari 9 (sembilan) kegiatan nonlitigasi, dengan 
kewajiban menjalankan 2 (dua) kegiatan nonlitigasi, 
yaitu kegiatan Penyuluhan Hukum dan kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan terhadap 
Komunitas atau Masyarakat.

c) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan 
Layanan Hukum Lainnya, yaitu :

i. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat 
desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;

ii. pendampingan program atau kegiatan yang 
dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota, atau 
pemerintah desa; dan/atau

iii. membentuk dan/atau membina Kelompok 
Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang bekerja 
sama dengan Penyuluh Hukum.

 Dengan wajib melaksanakan kegiatan pembentukan 
dan/atau pembinaan Kelompok Kadarkum bersama 
Penyuluh Hukum.
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4) Materi Pokok

 Materi pokok mata pelajaran ini adalah:

a) Teknik melaksanakan kegiatan litigasi baik Pidana, 
Perdata maupun Tata Usaha Negara;

b) Teknik melaksanakan kegiatan nonlitigasi, baik 
penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi 
kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik, 
penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan 
masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/
atau drafting dokumen hukum; dan

c) Teknik melaksanakan kegiatan layanan hukum 
lainnya baik advokasi kebijakan perangkat daerah, 
pendampingan program pemerintah, maupun 
pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok 
Kadarkum.

5) Pengalaman Belajar

 Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh 
melalui serangkaian pengalaman, yaitu dari praktik 
melaksanakan kegiatan bantuan hukum, baik sebagian 
maupun keseluruhan rangkaian proses kegiatan, dengan 
bimbingan dan pengawasan (mentoring) langsung dari 
Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum.

6) Waktu

 Alokasi waktu untuk Aktualisasi Peran Paralegal dengan 
metode mentoring adalah 3 (tiga) bulan.
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7. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, proses 
belajar mengajar dilakukan dengan metode yang sesuai dengan 
pembelajaran orang dewasa, antara lain melalui :

a. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi, dan 
latihan;

b. Pendalaman materi;

 Peserta diberikan latihan untuk saling bekerjasama dan 
berkomunikasi secara aktif mengidentifikasi, membahas dan 
memecahkan masalah yang menjadi topik pembahasan dan studi 
kasus.

c. Sharing experience di antara peserta, apresiasi terhadap 
pengalaman- pengalaman yang direalisasikan dalam metode, 
antara lain:

1) Demonstrasi (unjuk kerja);

2) Simulasi;

3) Bermain peran;

4) Presentasi; atau

5) Observasi lapangan.

d. Metode pembelajaran dilakukan melalui blended learning yaitu 
pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran 
atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya 
dalam pembelajaran. Metode yang digunakan melalui metode 
pembelajaran di kelas (classroom lesson) secara klasikal dan/atau 
daring, serta menggunakan pula metode self-directed learning 
(mandiri). Proses pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta 
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pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan hasil yang optimal 
melalui kegiatan membaca dan mendalami setiap pokok bahasan 
atau modul pembelajaran sebelum masuk dalam pembelajaran 
di dalam kelas dengan pemberian modul oleh penyelenggara 
pendidikan dan pelatihan.

e. Mentoring untuk aktualisasi peran paralegal, dimana peserta 
pendidikan dan pelatihan akan didampingi oleh seorang 
Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai mentor dalam 
melaksanakan perannya sebagai paralegal pada kegiatan bantuan 
hukum selama 3 (tiga) bulan masa pendidikan dan pelatihan.

8. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan bacaan;

b. Bahan tayang;

c. Film/Video;

d. Studi kasus; dan

e. Bahan-bahan lain yang diperlukan dan relevan.
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BAB III  
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  

DAN PELATIHAN

1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Paralegal meliputi :

a. perencanaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal 
yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan, peserta, tenaga 
pengajar, dan fasilitas pendidikan dan pelatihan;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari lembaga 
penyelenggara, waktu pelaksanaan, evaluasi, dan sertifikat 
pendidikan dan pelatihan; dan

c. pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari laporan 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

2. Perencanaan

a. Persiapan dan Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan

1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan membentuk 
panitia yang ditetapkan oleh pimpinan Pemberi Bantuan 
Hukum. Kepanitiaan terdiri dari Tim Akademik dan Tim 
Teknis, yang bertugas :

a) Tim akademik dibentuk untuk memastikan kesuksesan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal, 
dimana tim ini bersifat tetap dan senantiasa 
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melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait 
materi, peserta, fasilitator dan tenaga pengajar, serta 
menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan.

b). Tim Teknis dibentuk untuk mendukung 
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Paralegal 
dari sisi teknis, yang berfungsi untuk :

i. Membantu penanggung jawab dan fasilitator 
dengan merancang dan mengelola acara;

ii. Mengkoordinir kepesertaan terkait dengan seleksi 
peserta, pengumuman dan undangan peserta;

iii. Bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan dan pelatihan, tugas kesekretariat 
seperti pengurusan administrasi, akomodasi, 
transportasi serta memastikan lokasi pendidikan 
dan pelatihan; dan

iv. membuat dokumentasi kegiatan.

2) Penyelenggara mengajukan permohonan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN 
dengan melampirkan proposal penyelenggaraan, yang 
memuat :

a) latar belakang;

b) tujuan dan sasaran;

c) kurikulum;

d) jadwal pelaksanaan;

e) metode pelaksanaan (klasikal atau daring);
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f) sumber Pendanaan;

g) keterlibatan/kerjasama dengan organisasi/instansi 
lain dalam kegiatan;

h) nama dan kualifikasi tenaga pengajar;

i) jumlah peserta;

j) proses seleksi pemilihan peserta, serta latar belakang 
pendidikan dan pengalaman peserta;

k) kriteria/indikator peserta yang dipersyaratkan;

l) nama dan kualifikasi advokat sebagai mentor 
Aktualisasi peran Paralegal

m) sarana dan prasarana, serta alat bantu yang tersedia; 
dan

n) susunan kepanitiaan.

3) Permohonan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada angka 2) diajukan melalui 
Aplikasi Ruang Paralegal (Apregal). Dalam hal Apregal 
belum dapat diterapkan, permohonan penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan dapat diajukan melalui media 
elektronik lainnya atau secara non-elektronik.

4) Kepala BPHN c.q. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan 
Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan 
Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, lalu memberikan 
tanggapan yang berisi hasil pemeriksaan tersebut dan 
disertai dengan rekomendasi kepada Penyelenggara 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
pengajuan permohonan diterima. Apabila dalam waktu 
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14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dapat 
diproses, karena alasan tertentu untuk dapat diterima, 
maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut 
dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja, 
dengan menyampaikan pemberitahuan kepada panitia 
penyelenggara dan apabila setelah melewati dari masa 
perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak ada 
tanggapan, maka permohonan dianggap diterima.

b. Peserta Pendidikan dan Pelatihan

1) Latar Belakang Peserta

 Peserta pendidikan dan pelatihan Paralegal Dalam 
Pemberian Bantuan Hukum adalah Paralegal pada 
Organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau Paralegal pada 
Instansi/Masyarakat/Komunitas tertentu, yang nantinya 
setelah diberikan pendidikan dan pelatihan akan direkrut 
sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum pada 
Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

2) Kriteria/indikator peserta, harus memenuhi syarat 
berikut:

a) warga negara Indonesia;

b) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

c) memiliki kemampuan membaca dan menulis;

d) memiliki kemauan belajar yang kuat;

e) memiliki semangat memperjuangkan demokrasi dan 
Hak Asasi Manusia;

f) bukan anggota TNI, POLRI, atau ASN yang secara 
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peraturan perundang-undangan berpotensi memiliki 
konflik kepentingan; dan

g) memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang- undangan.

3) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan paling sedikit 
10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) 
orang dalam satu kelas dengan mempertimbangkan 
keseimbangan gender secara proporsional. Dalam hal 
peserta lebih dari 20 orang, maka Penyelenggara dapat 
mengajukan permohonan pendidikan dan pelatihan 
baru serta setelah Aktualisasi Peran Paralegal dari 20 
orang peserta sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan 
mendapatkan Sertifikat Pengakuan Kompetensi.

c. Tenaga Pengajar

1) Sumber Tenaga Pengajar

 Tenaga pengajar Pendidikan dan Pelatihan Paralegal 
berasal dari :

a) Kementerian Hukum dan HAM RI;

b) Dosen/Akademisi;

c) Praktisi; dan

d) Pakar/Ahli/Profesional.

2) Persyaratan dan Kompetensi Tenaga Pengajar

 Kriteria untuk menjadi pengajar pada Pendidikan dan 
Pelatihan Paralegal adalah :

a) menguasai materi yang diajarkan;
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b) mampu menggunakan pendekatan belajar orang 
dewasa (andragogi);

c) mampu menggunakan metode dengan media yang 
relevan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan 
mata pelajaran yang diberikan;

d) berperilaku baik dan komunikatif; dan

e) memiliki latar belakang pengalaman kerja yang sesuai 
dengan materi yang diajarkan.

d. Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

1) Sarana

 Sarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :

a) Modul;

b) Hand out;

c) White board;

d) Spidol;

e) Flipchart;

f) Sound system;

g) Laptop;

h) Projector; dan

i) Sarana pendukung lainnya.

2) Prasarana

 Prasarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :
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a) Ruang kelas, media, dan jaringan yang memadai; dan

b) Ruang sekretariat.

3. Pelaksanaan

a. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

1) Diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan

2) Dapat bekerja sama dengan :

a) Perguruan Tinggi;

b) Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
dan

c) Lembaga Non Pemerintah.

b. Waktu Penyelenggaraan

1) Jumlah jam pelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan 
dan pelatihan Paralegal ini paling singkat 18 (delapan 
belas) jam sesuai dengan urutan mata pelajaran yang 
telah ditentukan dalam kurikulum, 1 (satu) jam pelajaran 
memerlukan waktu 60 (enam puluh) menit. Dalam 
penyelenggaraannya materi pendidikan dan pelatihan 
dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara.

2) Aktualisasi Peran Paralegal dilakukan di lapangan atau 
praktik secara langsung dan dilaksanakan dengan metode 
mentoring oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum 
yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
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c. Pola Jadwal

On Class (klasikal/daring) Off class On Class
Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga 3 bulan 1 hari

1. Pre-Test ;
2. Pengantar 

Hukum dan 
Demokrasi;

3. Keparalegalan;
4. Struktur 

Masyarakat;

1. Bantuan 
Hukum 
dan 
advokasi;

2. Hak Asasi 
Manusia;

3. Gender, 
minoritas 
dan 
kelompok 
rentan;

1. Prosedur 
Hukum 
dalam Sistem 
Peradilan di 
Indonesia;

2. Teknik 
Komunikasi 
Bagi 
Paralegal;

3. Teknik 
penyusunan 
dokumen 
laporan, 
pengaduan, 
dan 
kronologis;

4. Evaluasi 
substansi 
(Post- Test);

Aktualisasi 
peran 
paralegal
a. Peran 

dalam 
kegiatan 
Bantuan 
Hukum;

b. Peran 
dalam 
kegiatan 
Layanan 
Hukum 
Lainnya;

Evaluasi 
Aktualisasi

• Pre test dan Post test merupakan soal yang dibuat dari 9 (sembilan) 
materi pelatihan, dengan masing-masing materi terdiri dari 5 
(lima) soal;

• Soal dalam Pre-test dan Post Test harus berbeda dan disiapkan 
oleh penyelenggara.

d. Evaluasi

1) Evaluasi Terhadap Peserta

 Evaluasi terhadap peserta Pendidikan dan pelatihan 
Paralegal meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a) Kedisiplinan Peserta

 Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap 
ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan 
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Pelatihan, dalam hal ini disiplin dalam kehadiran 
dan kepatuhan terhadap tata tertib di kelas. Peserta 
wajib hadir tepat waktu selama proses pelaksanaan 
Pendidikan dan pelatihan, bagi peserta yang terlambat 
lebih dari 30 (tiga puluh) menit dianggap tidak hadir 
selama 1 (satu) jam pelajaran. Peserta Pendidikan 
dan Pelatihan Paralegal wajib menghadiri minimal 
95% (sembilan puluh lima persen) dari keseluruhan 
Jam Pelajaran. Apabila kehadiran peserta kurang 
dari 95% (sembilan puluh lima persen) dinyatakan 
gugur. Penilaian terhadap aspek kedisiplinan peserta 
dilakukan oleh panitia penyelenggara pendidikan dan 
pelatihan.

b) Evaluasi substansi

 Evaluasi substansi dilaksanakan untuk menunjukkan 
penguasaan dasar dan teknis dari 9 (sembilan) 
mata pelajaran. Evaluasi ini dilakukan melalui ujian 
terhadap muatan dalam 9 (sembilan) mata pelatihan 
yang dilakukan melalui pengujian terstruktur yang 
dilaksanakan secara langsung dan/atau dalam 
jaringan (online). Evaluasi substansi dilakukan berupa 
Post test, yang dilaksanakan setelah peserta selesai 
menerima 9 (sembilan) materi pelatihan.

c) Evaluasi Aktualisasi

 Evaluasi Aktualisasi dilakukan terhadap laporan 
kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran Paralegal 
dalam kegiatan Bantuan Hukum, dengan didampingi 
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oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai 
mentor selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, berupa 
laporan mentoring yang berisi rencana, pelaksanaan, 
dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal dan 
ditandatangani Advokat sebagai mentor dan Ketua/
Direktur Pemberi Bantuan Hukum.

 Laporan kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran 
dalam kegiatan Bantuan Hukum, yang memuat :

i. Lembar Identitas Paralegal

ii. Rencana aktualisasi peran Paralegal yang akan 
dijalankan;

iii. Kegiatan bantuan hukum litigasi baik Pidana, 
Perdata, maupun Tata Usaha Negara yang 
didampingi oleh Advokat sebagai mentor, yang 
mencakup :

- Kasus posisi perkara dan/atau permasalahan 
hukum yang ditangani;

- Peran yang dijalankan paralegal;

- Durasi waktu menjalankan peran; dan

- Output akhir dari peran yang dijalankan 
paralegal berupa dokumen sebagai data 
dukung.

iv. Kegiatan bantuan hukum Nonlitigasi dan Layanan 
Hukum Lainnya yang dijalankan, yang mencakup :

- Permasalahan hukum yang ditangani;

- Peran yang dijalankan paralegal;
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- Durasi waktu menjalankan peran; dan

- Output akhir dari peran yang dijalankan 
paralegal berupa dokumen sebagai data 
dukung.

v. Lembar verifikasi output akhir oleh Advokat yang 
membimbing dan mengawasi;

vi. Lembar persetujuan laporan oleh Advokat yang 
membimbing dan mengawasi serta diketahui oleh 
Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

 Laporan Aktualisasi dilakukan penilaian oleh Advokat 
pendamping (mentor) terhadap peserta dan disetujui 
oleh Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

2) Kelulusan Pendidikan dan pelatihan

 Kelulusan Pendidikan dan pelatihan ditentukan 
berdasarkan hasil nilai evaluasi peserta, yaitu akumulasi 
hasil dari evaluasi aspek kedisplinan, evaluasi substansi 
9 (sembilan) mata pelajaran, dan evaluasi aktualisasi 
peran paralegal, dengan pembagian kriteria pembobotan 
sebagai berikut:

No Aspek Bobot
1 Evaluasi Kedisiplinan 10%
2 Evaluasi Substansi 40%
3 Evaluasi Aktualisasi 50%

Total 100%
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 Nilai minimal kelulusan peserta dalam Pendidikan 
dan pelatihan Paralegal adalah 70 (tujuh puluh) yang 
diakumulasikan dari ketiga aspek diatas, dengan 
pembagian kualifikasi sebagai berikut:

Skor Kualifikasi Lulus/Tidak Lulus
90 - 100 Sangat Memuaskan

Lulus80 - 89 Memuaskan
70 - 79 Cukup Memuaskan

< 70  Kurang Memuaskan Tidak Lulus
Bagi peserta yang tidak memenuhi kualifikasi kelulusan 
diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali 
Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.

3) Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

 Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta 
untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal :

a) Kehadiran dan ketepatan waktu (durasi) sesuai 
dengan jadwal;

b) Sistematika penyajian;

c) Penguasaan materi atau substansi;

d) Kemampuan penyampaian materi;

e) Kemudahan materi untuk dipahami;

f) Kesesuaian antara materi dengan Materi Pokok;

g) Penggunaan metode dan media pembelajaran;

h) Kesempatan tanya jawab dan kemampuan menjawab 
pertanyaan;
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i) Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi 
dalam proses belajar;

j) Pencapaian hasil belajar;dan

k) Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap 
peserta.

 Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kemampuan dan kepatutan dalam 
sikap dan perilaku sebagai tenaga pengajar. Informasi 
yang diperoleh dari persepsi para peserta terhadap tenaga 
pengajar ini penting sebagai umpan balik bagi tenaga 
pengajar untuk memperbaiki prestasi mengajarnya. 
Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan setiap 
selesai mata pelajaran yang diberikan oleh peserta kepada 
tenaga pengajar.

4) Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan 

 Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan paralegal dilakukan oleh peserta untuk 
mengetahui persepsi penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan yang meliputi :

a) Metode Penyelenggaraan;

b) hubungan peserta dengan pelaksana;

c) pelayanan sekretariat terhadap peserta;

d) pelayanan akomodasi;

e) pelayanan konsumsi; dan

f) pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.



360 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal No. PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

e. Sertifikat Pengakuan Kompetensi

 Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah menyelesaikan 
seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan 
Sertifikat dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan 
paralegal, dengan terlebih dahulu disampaikan kepada 
kepala BPHN untuk mendapatkan Pengakuan Kompetensi 
disertai Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 
Sertifikat sebagaimana dimaksud berisi hasil nilai kualifikasi 
dari 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu evaluasi kedisplinan, 
evaluasi substansi, dan evaluasi aktualisasi peran paralegal 
dengan format sertifikat terlampir. Laporan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan tersebut harus dibuat selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendidikan dan pelatihan 
berakhir, yang berisi :”

1) Daftar peserta pendidikan dan pelatihan yang lulus dan 
tidak lulus;

2) Daftar Tenaga Pengajar;

3) Tempat dan waktu kegiatan;

4) Dokumentasi kegiatan;

5) SK Penyelenggaraan;

6) Materi pendidikan dan pelatihan;

7) Laporan mentoring/laporan aktualisasi;

8) Laporan Evaluasi terhadap Peserta, Tenaga Pengajar, dan 
Penyelenggaraan; dan

9) Bukti dokumen lainnya yang relevan dengan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
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4. Pengawasan dan Pengendalian

a. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh BPHN sebagai 
bentuk pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan 
Hukum itu sendiri maupun dikerjasamakan dengan Instansi/
Masyarakat/Komunitas;

b. BPHN berhak memastikan Paralegal yang telah terdidik dan 
terlatih melalui pendidikan dan pelatihan Paralegal menjadi 
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang berasal 
dari PBH maupun dari Instansi/Masyarakat/ Komunitas 
tertentu direkrut dan terdaftar sebagai Pelaksana Bantuan 
Hukum oleh PBH;

c. Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh BPHN 
berdasarkan dari laporan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan, pengaduan atau pelaporan dari pihak terkait 
kepada BPHN, dan pelibatan Kementerian Hukum dan HAM 
sebagai salah satu Tenaga Pengajar yang sekaligus melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan;

d. BPHN berwenang melakukan cross-checking kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan; dan

e. Hasil pengawasan dan pengendalian menjadi bagian dari 
Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara berkala 
setiap tahun oleh BPHN selaku Penyelenggara Program 
Bantuan Hukum.
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BAB IV  
PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal. Hal-hal yang 
belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2021

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Widodo Ekatjahjana 
NIP 197105011993031001
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Lampiran 1
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Paralegal
Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI PESERTA PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(……..nama PBH…….) yang bekerja sama dengan

(........................................................................)

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

Nama Peserta :

NIK  :

POINT PENILAIAN NILAI
EVALUASI KEDISIPLINAN
1. Ketepatan Waktu

2. Kehadiran
3. Kepatuhan terhadap tata tertib
NILAI = ∑ point/3*10%

EVALUASI SUBSTANSI
1. Materi Pokok

Hasil nilai post 
test

a. Pengantar Hukum dan Demokrasi
b. Keparalegalan
c. Struktur Masyarakat
d. Bantuan Hukum dan Advokasi
e. Hak Asasi Manusia
f. Gender, Minoritas dan kelompok Rentan
g. Teknik Komunikasi Bagi Paralegal
h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia
i. Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan 

kronologis
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2. Materi Khusus
Hasil nilai post 
testa. ……………………..

b. ……………………..
c. dst

NILAI = ∑ point/2*40%

EVALUASI AKTUALISASI
a. Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dan Layanan Hukum Lainnya 

yang dijalankan
b. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi yang dijalankan berupa 

mendampingi/membantu advokat dalam kegiatan Litigasi

NILAI = ∑ point/2 *50%

TOTAL NILAI (Kedisiplinan+Substansi+Aktualisasi)

Keterangan Lulus/Tidak 
Lulus

Kualifikasi

Catatan :
1. Nilai setiap evaluasi diberikan menggunakan rentang nilai 1-100
2. Nilai minimal kelulusan peserta adalah 70 (tujuh puluh) yang 

diakumulasikan dari ketiga aspek evaluasi
3. Kualifikasi penilaian sebagai berikut

Skor Nilai Kualifikasi Lulus/Tidak Lulus
90 - 100 Sangat Memuaskan

Lulus80 - 89 Memuaskan
70 - 79 Cukup Memuaskan

< 70 Kurang Memuaskan Tidak Lulus

Ketua Penyelenggara,

TTD
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Lampiran 2
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Paralegal
Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(……..nama PBH…….) yang bekerja sama dengan

(........................................................................)

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

No Materi 
Pelatihan

Nama 
Pengajar

Butir 
Pertanyaan 

Kepada 
Peserta 

Pelatihan

Penilaian

Tidak 
Baik

Kurang 
Baik Baik Sangat 

Baik

1 Pengantar 
Hukum dan 
Demokrasi

Kemampuan 
Pengajar dalam 
memberikan 
bimbingan 
kepada peserta 
pelatihan?

Dilihat dari 
aspek :
Kehadiran 
dan ketepatan 
waktu, 
Sistematika 
penyajian dan 
Penguasaan 
materi, 
Kemampuan 
penyampaian 
materi, 
Kemudahan 
dan Kesesuaian 
materi, 
Penggunaan
metode dan 
media

2 Keparalegalan
3 Struktur 

Masyarakat
4 Bantuan 

Hukum dan 
Advokasi

5 Hak Asasi 
Manusia

6 Gender, 
Minoritas dan 
kelompok 
Rentan

7 Teknik 
Komunikasi 
Bagi Paralegal

8 Prosedur 
Hukum 
dalam Sistem 
Peradilan di 
Indonesia
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9 Teknik 
penyusunan 
dokumen 
laporan, 
pengaduan, dan 
kronologis

SARAN DAN MASUKAN:

Catatan :
*  Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist 

kolom penilaian.
Pengolahan Data :
1. Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
c. Baik, diberi nilai 3;
d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

2. Skala Penilaian sebagai berikut :
Tidak baik 1 – 2,5996
Kurang baik 2,60 – 3,064
Baik 3,0664 – 3,532
Sangat Baik 3,5324 – 4,00

3. Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi 
berdasarkan ketegori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya 
ada 1, langsung menghitung nilai “nilai rata” penilaian yang ditetapkan 
dengan rumus :

 Nilai rata-rata = Total nilai persepsi
     Total unsur yang terisi
 Contoh :
 Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian 

peserta pelatihan terhadap Tenaga Pengajar untuk Materi Pengantar 
Hukum dan Demokrasi dengan rincian : 5 orang menilai “Kurang Baik”, 
15 orang menilai “Baik” dan 8 orang menilai “Sangat Baik” serta 2 orang 
tidak mengisi penilaian. Penghitungannya sebagai berikut :
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Penilaian 
Peserta

Jumlah 
Jawaban

Total Penilain
(jmlh jawaban x 

nilai persepsi

Nilai 
rata-rata 
penilaian

Hasil 
Penilaian

Kurang Baik 5 5 x 2 = 10

87 : 28 = 3,107 Baik
Baik 15 15 x 3 = 45
Sangat Baik 8 8 x 4 = 32

Total 28 87
4. Setiap Tenaga Pengajar dihitung nilai rata-rata penilaian dari Peserta 

untuk menghasilkan Hasil Penilaian
5. Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 3 untuk 

dilaporkan ke BPHN.



368 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal No. PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

Lampiran 3 
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Paralegal 
Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 
Tanggal : 30 Juni 2021

REKAP EVALUASI TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(……..nama PBH…….) yang bekerja sama dengan

(........................................................................)

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

No Materi 
Pelatihan

Nama 
Pengajar

Butir 
Pertanyaan 

Kepada 
Peserta 

Pelatihan

Hasil 
Penilaian

Saran dan 
Masukan 
Peserta 

Pelatihan

1 Pengantar 
Hukum dan 
Demokrasi

Kemampuan 
Pengajar 
dalam 
memberikan 
bimbingan 
kepada 
peserta 
pelatihan?

2 Keparalegalan

3 Struktur 
Masyarakat

4 Bantuan 
Hukum dan 
Advokasi

5 Hak Asasi 
Manusia

6 Gender, 
Minoritas dan 
kelompok 
Rentan
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7 Teknik 
Komunikasi 
Bagi Paralegal

8 Prosedur 
Hukum 
dalam Sistem 
Peradilan di 
Indonesia

9 Teknik 
penyusunan 
dokumen 
laporan, 
pengaduan, 
dan kronologis

Catatan :
*  Form ini merupakan hasil rekap dari Form Evaluasi Tenaga 

Pengajar dari Seluruh Peserta Pelatihan.

Ketua Penyelenggara,

TTD
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Lampiran 4
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Paralegal
Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(……..nama PBH…….) yang bekerja sama dengan

(........................................................................)

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

Butir Pertanyaan
Penilaian

Tidak 
Baik

Kurang 
Baik

Baik Sangat 
Baik

Kemampuan Penyelenggara 
dalam menyelenggarakan 
Pendidikan dan Pelatihan?

Dilihat dari aspek :
Metode Penyelenggaraan, 
hubungan peserta dengan 
pelaksana, pelayanan 
sekretariat terhadap peserta, 
pelayanan akomodasi,
pelayanan konsumsi atau 
bentuk lainnya, dan pelayanan 
sarana prasarana pendidikan 
dan pelatihan.
SARAN DAN MASUKAN :
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Catatan :
*  Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist 

kolom penilaian
Pengolahan Data :
1. Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
c. Baik, diberi nilai 3;
d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

2. Skala Penilaian sebagai berikut :
Tidak baik 1 – 2,5996
Kurang baik 2,60 – 3,064
Baik 3,0664 – 3,532
Sangat Baik 3,5324 – 4,00

3. Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi 
berdasarkan ketegori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya 
ada 1, langsung menghitung nilai “nilai rata” penilaian yang ditetapkan 
dengan rumus :

 Nilai rata-rata = Total nilai persepsi
     Total unsur yang terisi
 Contoh :
 Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian 

peserta pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, 
dengan rincian : 3 orang menilai “Kurang Baik”, 18 orang menilai “Baik” 
dan 5 orang menilai “Sangat Baik” serta 6 orang tidak mengisi penilaian. 
Penghitungannya sebagai berikut :

Penilaian 
Peserta

Jumlah 
Jawaban

Total Penilain
(jmlh jawaban x 

nilai persepsi

Nilai 
rata-rata 
penilaian

Hasil 
Penilaian

Kurang Baik 3 3 x 2 = 6

84 : 27 = 
3,111 Baik

Baik 18 18 x 3 = 54
Sangat Baik 6 6 x 4 = 24
Total 27 84
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4. Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 5 untuk 
dilaporkan ke BPHN.

5. Lampiran 5Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
ParalegalNomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021Tanggal : 30 Juni 2021
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Lampiran 5
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Paralegal
Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PARALEGAL

(……..nama PBH…….) yang bekerja sama dengan

(........................................................................)

(Tempat dan tanggal pelaksanan)

Pertanyaan Hasil
Penilaian

Saran dan Masukan

Kemampuan Penyelenggara 
dalam menyelenggarakan 
Pendidikan dan Pelatihan?

Dilihat dari aspek :
Metode Penyelenggaraan, 
hubungan peserta dengan 
pelaksana, pelayanan 
sekretariat terhadap peserta, 
pelayanan akomodasi,
pelayanan konsumsi atau 
bentuk lainnya, dan pelayanan 
sarana prasarana pendidikan 
dan pelatihan.

Ketua Penyelenggara,

TTD
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PEDOMAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM  
NOMOR : PHN-55.HN.04.03 TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

 Mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Standar Layanan 
Bantuan Hukum, maka perlu dibentuk Pedoman Kepala 
Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan 
Bantuan Hukum (Starla Bankum) yang berasaskan aksesibilitas, 
inklusivitas, berkelanjutan, integritas, pemberdayaan, dan non-
diskriminasi.

2. Maksud dan Tujuan 

 Maksud

 Pedoman ini memiliki maksud guna menjadi dasar bagi seluruh 
Pemberi Bantuan Hukum untuk membentuk Standar Operasional 
Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum);
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 Tujuan

 Pedoman ini memiliki tujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh 
Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian 
bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi yang berkualitas dan 
mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum

3. Ruang Lingkup

 Ruang lingkup Pedoman ini meliputi :

a. Hak dan Kewajiban;

b. Standar layanan bantuan hukum litigasi;

c. Standar layanan bantuan hukum nonlitigasi;

d. Pembinaan;

e. Penilaian; dan

f. Pengaduan.

4. Pengertian

a. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin 
atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau 
keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

b. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, 
dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam 
Pemberi Bantuan Hukum.

c. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja khusus di bawah 
koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki 
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan bantuan hukum.

d. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah 
koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang 
memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
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e. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat 
BPHN adalah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM selaku 
Penyelenggara Bantuan Hukum.

f. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya 
disingkat Sidbankum adalah aplikasi yang digunakan untuk 
proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan 
pencairan anggaran bantuan hukum.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemberi Bantuan Hukum

a. Pemberi Bantuan Hukum berhak :

1) Memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk 
kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan 
Hukum , Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;

2) Mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan 
surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan 
Hukum ;

3) Mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan 
selengkap- lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh 
Penerima Bantuan Hukum ;

4) Menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan 
diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian 
ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima 
Bantuan Hukum ; dan

5) Mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber 
dari:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

c) Sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan 
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban :

1) Memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana 
Bantuan Hukum;

2) Assessment kondisi kerentanan, kebutuhan hukum 
Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang 
dihadapi;

3) Menjalankan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

4) Memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang 
mudah diakses;

5) Tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan 
Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan 
hukum;

6) Tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas 
pemberian layanan bantuan hukum;

7) Membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum 
yang meliputi:

a) Stopela Bankum;

b) Informasi layanan bantuan hukum (Poster, banner, 
infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya); dan

8) Menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan 
hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.



381Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

2. Penerima Bantuan Hukum

a. Penerima Bantuan Hukum  berhak :

1) Mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun 
tertulis (dokumen) tentang tata cara pemberian bantuan 
hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, 
perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan 
Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang 
diterima;

2) Mendapatkan layanan bantuan hukum sejak 
permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/
atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, 
kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum 
dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan 
asas pemberian bantuan hukum;

3) Mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan 
data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari 
Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang 
sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang;

4) Dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas 
setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses 
perkara yang dihadapi;

5) Melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang 
diterima; dan

6) Melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum 
yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

b. Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

1) Bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu 
penanganan perkara;
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2) Mengikuti peraturan dan tata tertib ditentukan oleh 
pemberi bantuan hukum; dan

3) Memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan 
dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan 
permasalahan hukum yang dihadapi.

BAB III

STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

1. Pra Layanan Bantuan Hukum

 Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan 
hukum litigasi terlebih dahulu:

a. Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum;

b. Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum;

c. Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan 
oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM;

d. Menyampaikan hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum 
dan Pemberi Bantuan Hukum;

e. Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi 
yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat 
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen 
persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi 
Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh 
dokumen persyaratan yang dimaksud;

g. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka 
Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir dan 
kelengkapan administrasi lainnya;
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h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam menyusun strategi 
setiap tahapan/proses hukum perkara; dan

i. Dalam hal perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum 
mencari penyelesaian terbaik dengan memperhatikan dan 
mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan 
dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang berhadapan 
dengan hukum.

2. Layanan Bantuan Hukum litigasi

a. Bantuan Hukum Litigasi Pidana

1) Penyidikan

a) Tersangka

 Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum 
menjadi tersangka, maka Pemberi Bantuan Hukum :

(1) mengupayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan 
ketentuan yang diatur didalam peraturan perundangan;

(2) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;

(3) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan 
dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk 
diterima oleh tersangka;

(4) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum 
terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan 
saran perubahan jika diperlukan;

(5) mengupayakan keberatan terhadap penahanan dan/
atau permintaan pra peradilan apabila memenuhi syarat 
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

(6) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga 
yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan 
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dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah, 
bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan 
lainnya sesuai dengan kebutuhan Penerima Bantuan 
Hukum ;

(7) mengupayakan pengumpulan dan/atau pengamanan 
serta pengajuan alat bukti yang meringankan selama 
proses penyidikan;

(8) melakukan pembelaan terhadap pelanggaran dalam 
proses penyidikan;

(9) mengupayakan penghentian penyidikan bilamana bukti-
bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan dipandang 
tidak cukup;

(10)mengupayakan penangguhan atau pengalihan jenis 
penahanan bilamana tersangka mengalami penahanan; 
dan

(11)melakukan pencatatan/ pemantauan untuk memastikan 
setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan 
hak-hak tersangka;

b) Korban:

 Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum 
adalah korban, maka Pemberi Bantuan Hukum :

(1) mengupayakan diterimanya laporan/pengaduan 
Penerima Bantuan Hukum oleh pihak yang berwenang;

(2) membantu korban melakukan pemeriksaan medis untuk 
keperluan kelengkapan alat bukti;

(3) mengupayakan diterimanya Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Penerima 
Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh pihak yang 
berwenang;
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(4) mengupayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan 
ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-
undangan;

(5) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;

(6) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan 
dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk 
diterima oleh korban;

(7) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum 
terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan 
saran perubahan jika diperlukan;

(8) melakukan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang 
berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan 
pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan 
psikologi, layanan kesehatan dan layanan lainnya;

(9) pengumpulan dan pengamanan alat bukti;

(10)melakukan keberatan terhadap pelanggaran dalam 
proses penyidikan;

(11)mengupayakan pengajuan alat bukti yang membantu 
proses penyidikan;

(12)mengupayakan pra peradilan bilamana dilakukan 
penghentian penyidikan; dan

(13)melakukan pencatatan/pemantauan untuk memastikan 
setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan 
hak-hak korban;

2) Persidangan

a) Terdakwa :

 Dalam hal Penerima Bantuan Hukum menjadi terdakwa, 
maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi 
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Bantuan Hukum :

(1) memastikan salinan berkas perkara diterima oleh 
Penerima Bantuan Hukum dari penuntut umum untuk 
kepentingan pembelaan;

(2) mengupayakan pengajuan eksepsi secara tertulis apabila 
memenuhi syarat;

(3) mengupayakan seluruh alat bukti yang dapat meringankan 
terdakwa yang disertai dengan penjelasan tentang fungsi 
dan signifikansi alat bukti dimaksud;

(4) melakukan pemeriksaan silang kepada setiap saksi yang 
diajukan oleh penuntut umum;

(5) menyusun dan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara 
tertulis;

(6) menyusun dan mengajukan duplik secara tertulis atas 
replik jaksa penuntut umum;

(7) membantu Penerima Bantuan Hukum mendapatkan 
salinan putusan pengadilan;

(8) memberikan penjelasan mengenai putusan termasuk 
pertimbangan hakim terkait dengan strategi dan substansi 
yang telah disusun dengan mengakomodir kebutuhan 
Penerima Bantuan Hukum serta menjelaskan mengenai 
hak untuk menerima atau menolak putusan;

(9) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan 
dengan mempertimbangkan dan mengakomodir 
kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan 
khusus; dan

(10)mengupayakan dilakukannya diskusi pada setiap proses 
penanganan perkara, namun apabila Penerima Bantuan 
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Hukum berhalangan, maka dapat dilakukan bersama 
dengan pihak yang dipercayai oleh Pemberi Bantuan 
Hukum baik yang berasal dari keluarga atau kerabat.

b) Korban :

 Dalam hal Penerima Bantuan Hukum merupakan korban, 
maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi 
Bantuan Hukum :

(1) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, 
relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses 
peradilan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban;

(2) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga 
yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan 
dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah, 
bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan 
lainnya;

(3) mengupayakan perlindungan Penerima Bantuan Hukum 
melalui penetapan suatu kondisi khusus oleh pengadilan 
yang meliputi pembatasan gerak pelaku, larangan 
memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, 
mengawasi atau mengintimidasi korban;

(4) mengupayakan koordinasi dengan penunutut umum untuk 
memastikan penguatan alat bukti yang memberatkan 
terdakwa dalam persidangan;

(5) mengupayakan pengajuan keberatan apabila terjadi 
intimidasi dan/atau pelanggaran lainnya terhadap hak-
hak korban selama proses persidangan;

(6) mengupayakan restitusi atau ganti kerugian bagi korban 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan
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(7) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan 
mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan 
Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus.

3) Upaya Hukum

 Dalam hal Penerima Bantuan Hukum ingin melakukan upaya 
hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

a) Upaya Hukum Biasa

(1) mengupayakan salinan putusan pengadilan baik pertama 
dan/atau banding diterima oleh Penerima Bantuan 
Hukum untuk kepentingan upaya hukum biasa;

(2) membantu menjelaskan isi putusan termasuk 
pertimbangan hakim dan memberikan nasihat hukum 
untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum;

(3) memastikan agar permohonan upaya hukum biasa 
diajukan tidak melewati batas tenggang waktu yang 
ditentukan;

(4) menyusun dan mengajukan memori atau kontra memori 
baik banding maupun kasasi bersama-sama serta atas 
persetujuan Penerima Bantuan Hukum;

(5) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena 
satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat 
dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima 
Bantuan Hukum;

(6) dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah korban 
dan keberatan atas putusan pengadilan, maka Pemberi 
Bantuan Hukum mendorong jaksa untuk melakukan 
upaya hukum; dan

(7) berkoordinasi dan membantu kejaksaan untuk melengkapi 
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alat-alat bukti yang mungkin diperlukan dalam upaya 
hukum serta dapat mengajukan alat bukti tambahan 
dengan syarat dan tata cara sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b) Upaya Hukum Luar Biasa

(1) mengupayakan salinan putusan pengadilan berkekuatan 
hukum tetap diterima oleh Penerima Bantuan Hukum 
untuk kepentingan upaya hukum peninjauan kembali;

(2) memastikan terpenuhinya syarat-syarat sebelum 
mengajukan permohonan peninjauan kembali;

(3) menyusun memori atau kontra memori peninjauan 
kembali bersama-sama dengan Penerima Bantuan Hukum 
;

(4) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena 
satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat 
dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima 
Bantuan Hukum;

(5) menyampaikan memori atau kontra memori peninjauan 
kembali;

(6) melakukan pemeriksaan novum bersama Penerima 
Bantuan Hukum; dan

(7) mengupayakan salinan putusan pengadilan tingkat 
peninjauan kembali diterima oleh Penerima Bantuan 
Hukum.

b. Bantuan Hukum Litigasi Perdata

 Layanan minimal pemberian bantuan hukum dalam ranah 
litigasi perkara perdata antara lain:

1) Beberapa Hal Umum yang harus diperhatikan oleh 
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Pemberi Bantuan Hukum :

a) Pemberi Bantuan Hukum harus menjelaskan kepada 
Penerima Bantuan Hukum mengenai syarat dan 
prosedur dalam berperkara secara litigasi di ranah 
perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 
dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami 
oleh Penerima Bantuan Hukum ;

b) Sesuai dengan Kode Etik Advokat, Pemberi Bantuan 
Hukum diharapkan mendorong dan berperan aktif 
dalam mengupayakan terjadinya perdamaian walau 
perkara sudah masuk ke tahap persidangan;

c) Pemberi Bantuan Hukum memberikan salinan 
putusan dan fotokopi dokumen perkara yang dibuat 
dan diterima kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan

d) Walaupun Pemberi Bantuan Hukum sudah menerima 
Surat Kuasa Khusus yang memberi kewenangan 
bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum 
Penerima Bantuan Hukum, seluruh dokumen perkara 
(permohonan, gugatan, dan lainnya) yang diajukan 
dan kesepakatan yang dibuat dalam perdamaian wajib 
mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan 
Hukum setelah dijelaskan dengan bahasa dan metode 
yang mudah dipahami Penerima Bantuan Hukum .

2) Penyusunan dokumen perkara (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, 
dan lainnya)

a) Untuk menentukan jenis gugatan atau permohonan 
(Wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan lainnya) 
Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada kronologis 
kasus, permasalahan hukum dan kepentingan dari Penerima 
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Bantuan Hukum ;

b) Untuk menyusun dokumen perkara secara litigasi di ranah 
perdata, Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada alat 
bukti yang dimiliki dan informasi yang disampaikan oleh 
Penerima Bantuan Hukum ;

c) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa harta benda dan/
atau aset dari pihak lawan berperkara untuk dijadikan sita 
jaminan, khususnya bila gugatan atau permohonan yang 
diajukan berkaitan dengan kewajiban pihak yang berperkara 
memberikan sejumlah uang dan/atau menyerahkan suatu 
benda kepada Penerima Bantuan Hukum .

d) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan bahasa 
yang mudah dipahami kepada Penerima Bantuan Hukum atas 
dokumen perkara yang diterima dan wajib memperhatikan 
tanggapan dari pemberi bantuan hukum;

e) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun draft dokumen 
perkara, untuk kemudian diberi penjelasan yang mudah 
dipahami, lalu dimintakan tanggapan dari Penerima Bantuan 
Hukum atas draft dokumen perkara tersebut;

f) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan dokumen perkara 
setelah mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan 
Hukum;

g) Isi dari dokumen perkara gugatan atau permohonan wajib 
memuat, setidak-tidaknya :

(1) persona standi, yakni identitas penggugat/pemohon dan 
tergugat/termohon;

(2) posita atau fundamentum petendi, yang merupakan 
rangkaian kronologis, permasalahan hukum, dalil dan 
fakta didukung dengan alat bukti yang dimiliki serta 
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analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (dasar hukum);

(3) petitum yang merupakan hal-hal yang dimintakan kepada 
hakim untuk dikabulkan; dan

(4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu gugatan.

h) Isi dari dokumen perkara Jawaban wajib memuat, setidak-
tidaknya :

(1) identitas tergugat/termohon dan penggugat/pemohon;

(2) tanggapan atas gugatan/permohonan dalam bentuk 
keberatan/eksepsi;

(3) jawaban atas pokok gugatan/permohonan sesuai dengan 
fakta hukum yang disampaikan oleh Penerima Bantuan 
Hukum dan disesuaikan dengan alat bukti;

(4) gugatan rekonvensi bila diperlukan; dan

(5) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan 
(petitum).

i) Isi dari Gugatan Rekonvensi (bila diperlukan) wajib memuat, 
setidak- tidaknya:

(1) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti;

(2) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan 
(petitum);

j) Isi dari dokumen Replik/Duplik (bila diperlukan) wajib 
memuat, setidak-tidaknya:

(1) replik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap jawaban dan 
penegasan terhadap gugatan/permohonan;
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(2) duplik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap replik dan 
penegasan terhadap jawaban;

k) Isi dari dokumen permohonan intervensi wajib memuat, 
setidak- tidaknya:

(1) identitas pemohon dan termohon;

(2) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti untuk 
mengajukan permohonan intervensi;

(3) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan 
(petitum) ; dan

(4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu 
permohonan intervensi.

3) Pengajuan Gugatan/Permohonan

a) Gugatan/Permohonan diajukan ke Pengadilan (Negeri, 
Agama, dan lainnya) sesuai dengan ketentuan dalam 
perjanjian, domisili para pihak atau obyek sengketa sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

b) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan 
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sesuai dengan syarat 
dan ketentuan yang berlaku.

4) Mediasi Dalam Proses Persidangan

a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan manfaat dari upaya 
dan hasil perdamaian sebagai alternatif penyelesaian 
permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum, 
tanpa memaksa Penerima Bantuan Hukum untuk 
menerima tawaran perdamaian;

b) Pada proses persidangan mediasi, Pemberi Bantuan 
Hukum dapat menghadirkan Penerima Bantuan Hukum;

c) Pemberi Bantuan Hukum membantu menyusun tawaran 
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perdamaian sesuai dengan persetujuan dari Penerima 
Bantuan Hukum;

d) Pemberi Bantuan Hukum menyusun hasil kesepakatan 
perdamaian dengan pihak lawan berperkara atas 
persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum; dan

e) Kesepakatan perdamaian diserahkan kepada Panitera 
dan dilaporkan ke dalam persidangan untuk dibuatkan 
penetapan oleh majelis hakim.

5) Pemeriksaan Alat Bukti

a) Pemberi Bantuan Hukum mengumpulkan dan melakukan 
seleksi terhadap alat bukti yang tersedia untuk 
dipersiapkan dan diajukan dalam proses pembuktian di 
persidangan;

b) Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Penerima 
Bantuan Hukum untuk hadir dalam proses pemeriksaan 
alat bukti khususnya pemeriksaan Saksi atau Ahli;

c) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjaga seluruh bukti 
yang diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum, dan 
dikembalikan segera apabila sudah dinyatakan tidak 
diperlukan dalam perkara;

d) Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan mengajukan 
daftar alat bukti surat berdasarkan hasil diskusi dengan 
Penerima Bantuan Hukum;

e) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Kesimpulan dengan 
mempertimbangkan dan menganalisis seluruh dokumen 
yang diterima dan hasil pemeriksaan bukti selama proses 
pembuktian di persidangan; dan

f) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan 
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bahasa yang mudah dipahami, seluruh informasi yang 
diperoleh selama proses pemeriksaan alat bukti kepada 
Penerima Bantuan Hukum.

6) Upaya Hukum atas Putusan

a) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan 
bahasa yang mudah dipahami atas putusan pengadilan 
kepada Penerima Bantuan Hukum dan meminta tanggapan 
terkait putusan tersebut dari Penerima Bantuan Hukum ;

b) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan hak 
Penerima Bantuan Hukum untuk mengajukan upaya 
hukum (Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali) atas 
putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku;

c) Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi jangka waktu 
pengajuan upaya hukum atas putusan dan dokumen 
hukum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku;

d) Untuk upaya hukum Kasasi Pemberi Bantuan Hukum 
wajib menyusun memori kasasi atau kontra memori kasasi 
dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

e) Untuk upaya Peninjauan Kembali Pemberi Bantuan 
Hukum wajib menyusun Memori Peninjauan Kembali 
dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7) Eksekusi Putusan

a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat 
dan prosedur tentang Eksekusi putusan perdata, sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku;

b) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan kepada Penerima 
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Bantuan Hukum untuk segera melaksanakan hasil putusan 
apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap; dan

c) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan 
eksekusi apabila pihak lawan berperkara tidak 
menjalankan putusan yang membebaninya, secara 
sukarela sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8) Upaya Perlawanan atas Eksekusi Putusan

 Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat dan 
prosedur tentang upaya Perlawanan atas Eksekusi putusan 
perdata, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bantuan Hukum Litigasi Peradilan Tata Usaha Negara

1) Penggugat

 Dalam memberikan layanan bantuan hukum secara litigasi di 
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat 
PTUN), Pemberi Bantuan Hukum yang mewakili Penggugat 
atau Penggugat Intervensi, melakukan hal-hal minimal sebagai 
berikut:

a) Memastikan bahwa objek sengketa tata usaha negara, 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam 
peraturan perundang- undangan terkait PTUN;

b) Menyusun berkas gugatan TUN yang meliputi identitas 
pihak Penggugat dan pihak Tergugat (persona standi), dasar 
hukum menggugat (legal standing), alasan-alasan menggugat 
(posita) yang terdiri dari posisi kasus dan dalil hukum, serta 
tuntutan (petitum);

c) Dalam hal terdapat keadaan yang mendesak yang 
menyebabkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum sangat 
dirugikan, Pemberi Bantuan Hukum wajib mengajukan 
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permohonan penundaan pelaksanaan KTUN, yang dimuat 
bersamaan dalam berkas gugatan dengan permintaan diputus 
terlebih dahulu dari pokok sengketa;

d) Memastikan seluruh berkas gugatan dan bukti-bukti yang 
diperlukan, baik bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya, 
telah dilengkapi;

e) Mengupayakan dukungan-dukungan yang diperlukan 
Penerima Bantuan Hukum, baik berupa dukungan psiko-
sosial, penerjemahan bahasa, perlindungan, dukungan 
bagi Penerima Bantuan Hukum yang memiliki kerentanan, 
termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, 
migran, atau kelompok rentan lainnya;

f) Melakukan pendaftaran gugatan sesuai batas waktu yang 
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

g) Memastikan kepada pihak Pengadilan TUN atas tindak lanjut 
pendaftaran gugatan sesuai kepatutan waktu;

h) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima 
Bantuan Hukum dalam Rapat Permusyawaratan (dismissal 
process), khususnya mengupayakan agar PTUN yang 
bersangkutan berwenang untuk mengadili gugatan yang 
didaftarkan;

i) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima 
Bantuan Hukum dalam Rapat Persiapan, serta melakukan 
penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan yang dianggap 
perlu, sesuai petunjuk majelis hakim pemeriksa;

j) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima 
Bantuan Hukum pada sidang pertama, dengan sedapat 
mungkin membacakan gugatan di muka persidangan;

k) Dalam hal terdapat keberatan (eksepsi) atas gugatan dari 
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pihak Tergugat dan/atau pihak ketiga, Pemberi Bantuan 
Hukum wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas 
keberatan tersebut untuk mempertahankan kepentingan 
Penerima Bantuan Hukum;

l) Atas jawaban Tergugat dan/atau pihak ketiga, Pemberi 
Bantuan Hukum dapat memberikan tanggapan (replik) untuk 
memperkuat dalil gugatan serta menyanggah dalil pihak 
tergugat dan/atau pihak ketiga yang merugikan kepentingan 
Penerima Bantuan Hukum;

m) Pemberi Bantuan Hukum memastikan kelengkapan 
pembuktian sesuai ketentuan pembuktian dalam lingkungan 
PTUN untuk mendukung kepentingan Penerima Bantuan 
Hukum , baik berupa menghadirkan bukti-bukti tertulis, 
saksi-saksi, maupun keterangan ahli, ke muka persidangan;

n) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun dan menyampaikan 
kesimpulan secara tertulis, yang minimal terdiri dari: 
kesimpulan terhadap seluruh dalil-dalil, alat bukti, instrumen 
hukum, serta seluruh fakta yang dihadirkan di muka 
persidangan untuk mempertahankan kepentingan Penerima 
Bantuan Hukum; dan

o) Memastikan kepada pihak pengadilan untuk memberikan 
putusan dalam jangka waktu yang patut.

2) Upaya Hukum

 Dalam hal putusan PTUN tidak mengabulkan atau tidak 
menguntungkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum , atau 
bilamana Pihak Tergugat melakukan upaya hukum, Pemberi 
Bantuan Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak 
untuk melakukan upaya hukum, baik pada tingkat banding 
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maupun kasasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

b) Dalam menjelaskan hak untuk melakukan upaya hukum, 
Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dasar hukumnya, 
baik secara formal prosedural maupun secara materil 
substansial;

c) Bilamana Penerima Bantuan Hukum menyetujui menempuh 
upaya hukum atau Pihak Tergugat melakukan upaya hukum, 
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun berkas memori 
atau Kontra Memori, yang minimal berisi identitas pihak-
pihak (persona standi), dasar upaya hukum (legal standing), 
alasan banding atau kasasi (posita) yang terdiri dari ringkasan 
pokok perkara dan dalil hukumnya;

d) Mendaftarkan permohonan banding atau kasasi, atau 
menyampaikan kontra memori banding atau kasasi, sesuai 
syarat-syarat prosedural dan materil, serta sesuai batas waktu 
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan

e) Memastikan kepada pihak pengadilan tinggi atau Mahkamah 
Agung untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang 
patut;

3) Upaya Hukum Luar Biasa

 Dalam hal putusan di tingkat pertama, banding, maupun kasasi 
tidak mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum , dan 
putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemberi 
Bantuan Hukum melakukan hal-hal minimal sebagai berikut:

a) Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak 
untuk menempuh upaya hukum luar biasa melalu mekanisme 
peninjauan kembali sesuai syarat prosedural dan materil 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan;
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b) Memastikan keberadaan keadaan baru (novum) sebagai 
syarat utama mengajukan permohonan peninjauan kembali;

c) Menyusun berkas permohonan peninjauan kembali yang 
meliputi: identitas pihak-pihak, dasar hukum peninjauan 
kembali, alasan- alasan peninjauan kembali, serta tuntutan;

d) Mendaftarkan permohonan peninjauan kembali melalui 
PTUN yang berwenang sesuai syarat dan batasan waktu yang 
ditentukan peraturan perundang-undangan;

e) Memastikan kepada PTUN mengenai tindak lanjut pendaftaran 
permohonan peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;

f) Menghadiri, memberikan penjelasan, serta mempertahankan 
kepentingan Penerima Bantuan Hukum , dalam pemeriksaan 
keadaan baru (novum) dalam permohonan peninjauan 
kembali di PTUN yang berwenang;

g) Sedapat mungkin memantau perkembangan pemeriksaan 
permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung; dan

h) Memastikan diterbitkannya putusan atas permohonan 
peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;

4) Eksekusi Putusan PTUN

 Dalam hal putusan yang mengabulkan gugatan telah memiliki 
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Pemberi Bantuan 
Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengupayakan diterbitkannya salinan putusan melalui 
pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu yang patut;

b) Mendaftarkan permohonan eksekusi putusan PTUN kepada 
pengadilan yang berwenang. Yang pada intinya untuk 
memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan 
yang mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum , baik 
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berupa pencabutan keputusan yang digugat, penerbitan 
keputusan baru, yang dengan disertai permohonan ganti-
rugi;

c) Memastikan Tergugat melaksanakan isi putusan sesuai yang 
diperintahkan oleh pengadilan yang berwenang;

d) Memastikan pengadilan yang berwenang untuk mengajukan 
kepada atasan Tergugat, dalam hal Tergugat tidak 
menghiraukan perintah pengadilan kepada pihak tergugat 
untuk melaksanakan isi putusan; dan

e) Mengupayakan pengadilan yang berwenang mengajukan 
kepada Presiden, dalam hal atasan Tergugat tidak 
menghiraukan permintaan pengadilan yang berwenang 
dalam rangka pelaksanaan isi putusan;

d. Pasca Layanan Bantuan Hukum Litigasi

 Pada tahap pasca, Pemberi Bantuan Hukum melakukan 
monitoring dan evaluasi dengan:

1) Memberi review atas seluruh tahapan/proses dan substansi 
(strategi, taktik) perkara kepada Penerima Bantuan Hukum;

2) Dalam keseluruhan tahapan penanganan perkara, Pemberi 
Bantuan Hukum meninjau kebutuhan khusus penerima;

3) Memberi kesempatan untuk melakukan review terhadap 
seluruh tahapan/proses dan substansi (strategi, taktik) 
kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

4) Memberi catatan hasil evaluasi atas penanganan perkara 
Penerima Bantuan Hukum.
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BAB IV

STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

1. Pra Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi

 Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan 
hukum nonlitigasi terlebih dahulu dapat melakukan hal-hal 
sebagai berikut :

a. Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum 
nonlitigasi;

b. Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum 
nonlitigasi;

c. Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang 
disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan 
HAM;

d. Menyampaikan hak dan kewajiban baik Penerima Bantuan 
Hukum maupun Pemberi Bantuan Hukum;

e. Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi 
yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, 
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen 
persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi 
Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh 
dokumen persyaratan yang dimaksud;

g. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, 
maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir 
dan kelengkapan administrasi lainnya;

h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam melaksanakan 
kegiatan bantuan hukum nonlitigasi;



403Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

i. Mengupayakan ketersediaan ruangan atau fasilitas Penerima 
Bantuan Hukum berkebutuhan khusus; dan/atau

j. Untuk kegiatan nonlitigasi berupa konsultasi hukum, 
investigasi kasus dan pendampingan di luar pengadilan tetap 
dapat didampingi sekalipun berlanjut ke litigasi.

2. Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi

a. Penyuluhan Hukum

1) Persiapan

a) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat 
berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari 
kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;

b) Dalam hal penyuluhan hukum dilakukan tanpa 
permohonan dari kelompok masyarakat Penerima 
Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan 
penyuluhan hukum berdasarkan hasil koordiasi dengan 
disertai :

(1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah 
terkait; dan/atau

(2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok 
masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud 
merupakan kelompok orang miskin.

c) Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari 
unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling 
sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; Ketua, sekretaris/
moderator, dan anggota;

d) Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya 
dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh 
Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
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e) Menyusun materi penyuluhan hukum yang akan 
disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk 
lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi 
penyuluhan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan 
hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau 
kebijakan hukum nasional); dan

f) Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat, 
dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan 
hukum seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi) 
dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima 
Bantuan Hukum nonlitigasi.

2) Pelaksanaan

a) Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif 
paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 
(tiga puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir 
serta mempertimbangkan kesetaraan gender;

b) Menyampaikan materi penyuluhan hukum dengan 
metode partisipatif agar mudah dipahami oleh peserta 
penyuluhan hukum;

c) Melaksanakan penyuluhan hukum untuk masa waktu 
yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;

d) Memberikan kesempatan kepada peserta penyuluhan 
hukum untuk melakukan diskusi dan tanya jawab atas 
materi yang disampaikan secara partisipatif; dan

e) Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya 
dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada 
peserta penyuluhan hukum.
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3) Pasca

a) Mengulas kembali penyuluhan hukum yang telah 
dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk 
memastikan peserta penyuluhan hukum memahami 
materi yang disampaikan;

b) Memberi kesempatan kepada peserta penyuluhan hukum 
untuk mengulas kembali kegiatan penyuluhan hukum 
yang telah dilaksanakan;

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian penyuluhan 
hukum (materi, narasumber, metode, atau lainnya yang 
berkaitan penyelenggaraan) kepada peserta penyuluhan 
hukum; dan

d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan 
hukum secara tertulis yang dilengkapi dengan surat 
permohonan dari pemohon bantuan hukum/rekomendasi, 
materi penyuluhan hukum, notula, daftar hadir, dan 
dokumentasi foto.

b. Konsultasi Hukum

1) Persiapan

a) Menyediakan sarana konsultasi baik secara langsung atau 
tidak langsung;

b) Dapat menerima terlebih dahulu pertanyaan/
permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;

c) Mengklasifikasikan jenis pertanyaan/permasalahan 
dari Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Mempersiapkan Konsultan Hukum yang kompeten di 
bidangnya.
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2) Pelaksanaan

a) Menghubungi Penerima Bantuan Hukum untuk 
memberikan konsultasi hukum dari pertanyaan yang 
disampaikan disertai permintaan dokumen pendukung 
dari Penerima Bantuan Hukum;

b) Melakukan konsultasi dengan metode 5W + 1H;

c) Membantu menyusun kronologis;

d) Memeriksa bukti-bukti yang terkait dengan perkara, baik 
berupa bukti surat (dokumen) atau keterangan saksi, 
dalam rangka memastikan kebenaran peristiwa hukum 
yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum untuk 
kepentingan pembelaan;

e) Memberikan informasi hukum yang dibutuhkan oleh 
Penerima Bantuan Hukum;

f) Memberikan saran mengenai tindakan atau langkah 
hukum yang harus diambil oleh Penerima Bantuan 
Hukum disertai dengan penjelasan mengenai keuntungan, 
kerugian serta resiko atas langkah hukum yang akan 
ditempuh berdasarkan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, teori-teori hukum, praktek hukum 
yang berlaku serta dalam kerangka hukum dan dapat 
dipertanggungjawabkan;

g) Menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan 
dalam proses pengaduan dan konsultasi hukum bagi 
kelompok minoritas dan rentan, serta Penerima Bantuan 
Hukum berkebutuhan khusus pada seluruh tahapan; dan

h) Melengkapi formulir konsultasi hukum yang sebelumnya 
telah diisi oleh Penerima Bantuan Hukum, meliputi 
nasihat hukum, hasil akhir konsultasi, dan kesan konsultan 



407Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum Penerima 
Bantuan Hukum.

3) Pasca

a) Mengulas kembali hasil konsultasi hukum (kasus posisi, 
langkah dan resiko) untuk memastikan Penerima Bantuan 
Hukum sudah mengerti;

b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum 
untuk mengulas kembali terhadap hasil konsultasi 
(langkah hukum, resiko, strategi);

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian konsultasi hukum 
kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan

d) Menyerahkan salinan hasil konsultasi hukum kepada 
Penerima Bantuan Hukum.

c. Investigasi Kasus

1) Persiapan

a) Melaksanakan pertemuan awal terkait kasus yang 
dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

b) Menunjuk Investigator dalam bentuk Surat Keputusan 
yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi 
Bantuan Hukum; dan

c) Menyiapkan rencana termasuk strategi investigasi kasus 
serta melibatkan Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi 
atau pihak terkait.

2) Pelaksanaan

a) Melakukan investigasi kasus sesuai kebutuhan Penerima 
Bantuan Hukum;

b) Mengumpulkan informasi dan/atau dokumen baik 
yang berasal dari sumber-sumber primer yang berupa 
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keterangan saksi fakta dan dokumen otentik atau bawah 
tangan, maupun dari sumber- sumber sekunder seperti 
pemberitaan media massa atau saksi yang mendengar 
dari saksi lain;

c) Melakukan investigasi lapangan untuk memperoleh 
informasi dari sumber primer, dan menjadikan informasi 
sekunder sebagai petunjuk awal;

d) Menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen 
yang diperoleh;

e) Menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan atas 
fakta hukum dari kasus yang ditangani;

f) Melakukan dan menyusun hasil investigasi 
mempertimbangkan kebutuhan khusus Penerima 
Bantuan Hukum;

g) Memberikan penjelasan kepada Penerima Bantuan 
Hukum mengenai kebutuhan, perkembangan, dan hasil 
investigasi; dan

h) Menyusun hasil investigasi dalam bentuk laporan sesuai 
dengan formulir investigasi.

3) Pasca

a) Mengulas kembali hasil investigasi antara kasus posisi 
dan fakta lapangan untuk memastikan penerima sudah 
mengerti terhadap hasil investigasi;

b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum 
untuk mengulas kembali hasil investigasi;

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian investigasi kasus 
kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Memberikan formulir hasil investigasi beserta lampiran 
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salinan fakta dan bukti yang ditemukan dalam bentuk 
laporan investigasi kasus.

d. Penelitian Hukum

1) Persiapan

a) Melakukan identifikasi awal permasalahan bantuan 
hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum 
dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi dan 
kondisi wilayah;

b) Membentuk panitia penelitian yang terdiri atas 1 (satu) 
orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota 
dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh 
Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum; dan

c) Membuat proposal penelitian hukum yang sekurang-
kurangnya memuat latar belakang permasalahan 
yang diteliti, metode penelitian secara empiris dan/
atau normatif, lokasi penelitian, tujuan dan kegunaan 
penelitian, sasaran dan manfaat penelitian.

2) Pelaksanaan

a) Menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner, 
angket, dan instrumen sejenis lainnya dan/atau peraturan 
perundang- undangan, doktrin, dan sumber hukum 
normatif lainnya;

b) Melaksanakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode penelitian hukum empiris dan/atau normatif;

c) Melakukan tabulasi atau pengolahan data hasil penelitian 
lapangan;

d) Menyusun laporan penelitian sementara;

e) Mengadakan pertemuan ilmiah atau Kelompok Diskusi 
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Terfokus (misalnya Focus Group Discussion) untuk 
pengayaan penelitian dengan melibatkan stakeholders 
terkait dan masyarakat;

f) Menyusun laporan penelitian hasil pertemuan ilmiah atau 
Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion); 
dan

g) Menyampaikan seluruh perkembangan hasil penelitian 
kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.

3) Pasca

a) Menyusun laporan akhir penelitian hukum;

b) Memberikan lembar evaluasi penilaian penelitian hukum 
kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat; 
dan

c) Menyampaikan salinan laporan penelitian hukum kepada 
pemangku kepentingan terkait dan masyarakat melalui 
media online;

d) Menerima penilaian dan masukan/tanggapan tertulis dari 
pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media 
online;

e) Penyaduran terhadap masukan/tanggapan dan hasil 
penelitian oleh Tim khusus yang ditunjuk Kepala BPHN;

f) Penilaian terbaik dapat dimasukan dalam Jurnal Ilmiah; 
dan

g) Hasil penelitian hukum yang telah masuk ke dalam Jurnal 
Ilmiah dapat dijadikan pertimbangan penyusunan arah 
kebijakan program pembinaan hukum nasional.

e. Mediasi

1) Persiapan
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a) Melaksanakan pertemuan awal terkait sengketa perdata 
dan TUN yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum 
terkait dengan perkara;

b) Memberitahu tahapan dan kebutuhan mediasi kepada 
Penerima Bantuan Hukum;

c) Menunjuk mediator dalam bentuk Surat Keputusan yang 
ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan 
Hukum;

d) Menghubungi para pihak yang bersengketa untuk 
menentukan tujuan mediasi yang musyawarah dan 
mufakat;

e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan termasuk 
agenda atau materi mediasi; dan

f) memastikan para pihak sepakat dengan mediator yang 
telah dipilih.

2) Pelaksanaan

a) Menggali keinginan atau kepentingan para pihak;

b) Mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat 
permasalahan para pihak;

c) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang 
dialami para pihak;

d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya 
untuk mencapai penyelesaian;

e) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
menyampaikan pendapat dan keinginannya;

f) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan 
Hukum yang berkebutuhan khusus;

g) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan mediasi 
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yang akan ditempuh para pihak dan memastikan 
melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri 
sengketa;

h) Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan 
mediasi didepan para pihak;

i) Membuat berita acara pelaksanaan mediasi yang memuat 
pihak- pihak yang terlibat dan perkembangan proses 
mediasi; dan

j) Membuat laporan pelaksanaan mediasi secara tertulis 
dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan 
yang ditandangani oleh mediator dan para pihak.

3) Pasca

a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil 
mediasi;

b) Memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengulas 
kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil 
mediasi;

c) Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan mediasi kepada 
Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Memberikan salinan laporan mediasi kepada Penerima 
Bantuan Hukum.

f. Negosiasi

1) Persiapan

a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum 
yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

b) Memberitahu tahapan dan kebutuhan negosiasi kepada 
Penerima Bantuan Hukum;

c) Menunjuk negosiator dalam bentuk Surat Keputusan yang 
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ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan 
Hukum;

d) Menghubungi Penerima Bantuan Hukum yang bersengketa 
untuk menentukan tujuan negosiasi; dan

e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan.

2) Pelaksanaan

a) Menyampaikan keinginan dan kepentingan Penerima 
Bantuan Hukum dan melibatkan Penerima Bantuan 
Hukum dalam proses negosiasi;

b) Mencatat dan/atau menerima tanggapan dan jawaban 
dari pihak lain;

c) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang 
dialami Penerima Bantuan Hukum ;

d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya 
untuk mencapai penyelesaian;

e) Memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 
menyampaikan pendapat dan keinginannya;

f) Berkoordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum terhadap 
keputusan atau kesepakatan yang hendak diambil selama 
proses negosiasi;

g) Mempersiapkan dan mengajukan tawaran alternatif 
penyelesaian yang tidak merugikan Penerima Bantuan 
Hukum ;

h) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan 
Hukum yang berkebutuhan khusus;

i) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan negosiasi 
yang akan ditempuh para pihak dan memastikan 
melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri 
sengketa;



414 Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

j) Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan 
negosiasi didepan para pihak;

k) Membuat berita acara pelaksanaan negosiasi yang 
memuat pihak-pihak yang terlibat dan perkembangan 
proses negosiasi;

l) Membuat laporan pelaksanaan negosiasi secara tertulis 
dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan 
yang ditandangani oleh negosiator dan para pihak; dan

m) Memastikan Penerima Bantuan Hukum memahami 
kesepakatan yang dibuat dan menandatangani 
kesepakatan tersebut.

3) Pasca

a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil 
negosiasi;

b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum 
untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, 
proses dan hasil negosiasi;

c) Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan negosiasi 
kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Memberikan salinan laporan negosiasi kepada Penerima 
Bantuan Hukum.

g. Pemberdayaan Masyarakat

1) Persiapan

a) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat 
berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari 
kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;

b) Dalam hal pemberdayaan masyarakat dilakukan tanpa 
permohonan dari kelompok masyarakat Penerima 
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Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada :

(1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah 
terkait; dan/atau

(2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok 
masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud 
merupakan kelompok orang miskin.

b) Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari 
unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling 
sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; ketua, sekretaris/
moderator/fasilitator, dan anggota;

c) Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya 
dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh 
Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;

d) Menyusun materi pemberdayaan masyarakat yang akan 
disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk 
lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi 
kegiatan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan 
hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau 
kebijakan hukum nasional); dan

e) Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat, 
dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi) 
dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima 
Bantuan Hukum nonlitigasi.

2) Pelaksanaan

c) Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif 
paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 
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(dua puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir 
serta mempertimbangkan kesetaraan gender;

d) Menyampaikan materi/modul pemberdayaan masyarakat 
dengan metode partisipatif agar mudah dipahami oleh 
peserta penyuluhan hukum.

e) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk masa 
waktu yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;

f) Memberikan kesempatan kepada peserta pemberdayaan 
masyarakat untuk melakukan diskusi dan tanya jawab 
atas materi yang disampaikan secara partisipatif; dan

g) Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya 
dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada 
peserta pemberdayaan masyarakat.

3) Pasca

a) Mengulas kembali pemberdayaan masyarakat yang 
telah dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk 
memastikan peserta kegiatan memahami materi yang 
disampaikan;

b) Memberi kesempatan kepada peserta pemberdayaan 
masyarakat untuk mengulas kembali kegiatan yang telah 
dilaksanakan;

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian pemberdayaan 
masyarakat (materi, narasumber, metode, atau lainnya 
yang berkaitan penyelenggaraan) kepada peserta 
pemberdayaan masyarakat; dan

d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan pemberdayaan 
masyarakat secara tertulis yang dilengkapi dengan 
surat permohonan dari pemohon bantuan hukum/
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rekomendasi, materi pemberdayaan masyarakat, notula, 
daftar hadir, dan dokumentasi foto.

h. Pendampingan di luar pengadilan

1) Persiapan

a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum 
yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

b) Assessment kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan

c) Pemetaan instansi yang terkait berdasarkan kepentingan 
Penerima Bantuan Hukum.

2) Pelaksanaan

a) Menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat 
dilakukan terkait masalah hukum yang dihadapi dengan 
pendampingan di luar pengadilan dalam bentuk :

i. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit 
pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;

ii. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit 
atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum 
et repertum atau perawatan kesehatan;

iii. pendampingan saksi dan/atau korban untuk 
mendapatkan pelindungan;

iv. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga 
konseling; dan/atau

v. pendampingan di luar bantuan hukum lainnya guna 
mengakomodir kebutuhan saksi dan/atau korban.

b) Melakukan koordinasi secara lisan dan/atau tertulis 
dengan instansi terkait;

c) Mendampingi saksi dan/atau korban saat pemeriksaan di 
setiap instansi;
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d) Memberikan kesempatan kepada Penerima Bantuan 
Hukum untuk berdiskusi selama proses pendampingan di 
luar pengadilan;

e) Mencari informasi dan menjelaskan perkembangan 
perkara kepada saksi dan/atau korban;

f) Menghubungkan ke instansi terkait dalam hal Penerima 
Bantuan Hukum memiliki kebutuhan khusus untuk 
perlindungan dan pemulihan; dan

g) Mengupayakan agar hak-hak saksi dan/atau korban dapat 
terpenuhi.

3) Pasca

a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil 
pendampingan di luar pengadilan;

b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum 
untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, 
proses dan hasil pendampingan di luar pengadilan;

c) Melakukan pemantauan dan pencatatan terkait respon 
setiap instansi pelayanan untuk memastikan setiap proses 
pemberian layanan sesuai prosedur dan hak-hak korban;

d) Memberikan lembar evaluasi penilaian pendampingan di 
luar pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

e) Memberikan salinan laporan pendampingan di luar 
pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum.

i. Drafting Dokumen Hukum

1) Persiapan

a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum 
yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum; dan
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b) Memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah 
hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

2) Pelaksanaan

a) Menyusun dokumen hukum berdasarkan materi muatan 
yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum berupa :

(1) surat perjanjian;

(2) surat pernyataan;

(3) surat hibah;

(4) kontrak kerja;

(5) wasiat; dan/atau

(6) dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Menjelaskan mengenai isi materi muatan atas dokumen 
hukum yang disusun kepada Penerima Bantuan Hukum;

c) Membuat dokumen hukum mempertimbangkan substansi 
kebutuhan khusus Penerima Bantuan Hukum;

d) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum 
untuk melakukan tinjauan ulang dan memberi masukan 
atas dokumen hukum yang disusun;

e) Dalam membuat dokumen hukum lainnya yang terkait 
masalah hukum dapat menyesuaikan dengan format 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan 
Penerima Bantuan Hukum ; dan

f) Memberikan salinan dokumen hukum kepada Penerima 
Bantuan Hukum.

3) Pasca
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a) Mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan hasil 
drafting

dokumen hukum;

b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum 
untuk mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan 
hasil drafting dokumen hukum;

c) Memberikan lembar evaluasi penilaian drafting dokumen 
kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

d) Membuat laporan drafting dokumen secara tertulis.

BAB V PEMBINAAN

1. Asistensi

a. Asistensi penyusunan Stopela Bankum

1) Asistensi penyusunan Stopela Bankum dilakukan oleh BPHN;

2) BPHN menunjuk tenaga asistensi yang memiliki kualifikasi 
dalam penyusunan standar layanan bantuan hukum melalui 
surat keputusan atau penunjukkan oleh Kepala BPHN atau 
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;

3) BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun 
media untuk dapat digunakan dalam asistensi, yang memuat 
materi muatan langkah- langkah penyusunan Stopela Bankum;

4) Media asistensi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :

a) Paparan Presentasi;

b) Modul; dan/atau

c) Media lain yang relevan.

5) Asistensi dapat dilakukan secara bertahap dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut :
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a) Tahap Penyusunan Konsep;

b) Tahap Pembahasan; dan

c) Tahap Finalisasi.

6) Asistensi dapat dilakukan dalam bentuk:

a) Langsung, seperti:

(1) Sosialisasi

(2) Konsultasi;

(3) Rapat koordinasi;

(4) Bimbingan teknis; dan/atau

(5) Kegiatan tatap muka lainnya.

b) Tidak langsung, seperti:

(1) Saluran telepon;

(2) Surat elektronik; dan/atau

(3) Media interaktif lainnya.

7) Dalam hal asistensi dalam bentuk langsung terdapat kendala 
geografis dapat dilakukan secara tidak langsung;

8) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum bersifat pasif terhadap 
penyusunan Stopela Bankum, maka penyelenggara bantuan 
hukum secara aktif dan persuasif melakukan komunikasi 
kepada Pemberi Bantuan Hukum;

9) Stopela Bankum yang telah selesai tahap finalisasi, 
wajib disampaikan kepada BPHN sebelum disahkan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan bukti-bukti 
pelaksanaan asistensi berupa:

a) Laporan pelaksanaan asistensi;

b) Dokumentasi foto; dan

c) Dokumen pendukung asistensi lainnya.
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10) BPHN memberikan tanggapan atas Stopela Bankum yang 
disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima;

11) Dalam hal Stopela Bankum yang disampaikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum dinilai belum memenuhi muatan-muatan 
dalam Starla Bankum, maka BPHN menyampaikan koreksi 
dan usulan perubahan atas muatan-muatan tersebut secara 
tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;

12) Setelah muatan Stopela Bankum disesuaikan dengan 
tanggapan dari BPHN, Pemberi Bantuan Hukum mengesahkan 
dan menyampaikan Stopela Bankum tersebut kepada BPHN;

13) Dalam hal Stopela Bankum belum disahkan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum akan 
menggunakan Starla Bankum; dan

14) BPHN selaku Penyelenggara bantuan hukum memastikan 
Pemberi Bantuan Hukum menyusun Stopela Bankum sesuai 
dengan pedoman standar layanan bantuan hukum.

b. Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum

1) BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum berkewajiban 
melakukan peningkatan kapasitas penerapan Starla Bankum 
pada Pemberi Bantuan Hukum;

2) BPHN menunjuk tenaga yang memiliki kualifikasi dan 
kompetensi untuk peningkatan kapasitas dalam penerapan 
Starla Bankum melalui surat keputusan atau penunjukkan 
oleh Kepala BPHN atau Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan 
Hukum;

3) BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun 
media untuk dapat digunakan dalam Peningkatan kapasitas;
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4) Media untuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud 
dapat berbentuk :

a) Paparan Presentasi;

b) Modul; dan/atau

c) Media lain yang relevan.

5) Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum meliputi :

a) Kualitas layanan bantuan hukum;

b) Teknik Penyelesaian Aduan;

c) Kemampuan menggunakan dan mengembangkan sarana 
dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Starla 
Bankum;

d) Pendokumentasian dan pengelolaan pelaksanaan Stopela 
Bankum untuk kepentingan Monitoring, evaluasi dan 
pengembangan kelembagaan pemberi bantuan hukum; 
dan

e) Small crew management untuk pelaksanaan Starla 
Bankum.

6) Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk:

a) Langsung, seperti:

(1) Sosialisasi

(2) Konsultasi;

(3) Rapat koordinasi;

(4) Bimbingan teknis; dan/atau

(5) Kegiatan lainnya.

b) Tidak langsung, seperti:

(1) Saluran telepon;

(2) Surat elektronik; dan/atau
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(3) Media interaktif lainnya.

c. Mekanisme Kerjasama Dalam Melakukan Pembinaan

1) BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bidang 
Bantuan Hukum dapat mengajukan kerjasama pembinaan 
Starla Bankum kepada lembaga pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau pihak lainnya dengan melakukan penjajakan 
dan penelaahan terlebih dahulu dengan memperhatikan 
aspek legalitas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, 
dukungan sumber daya atau sarana dan prasarana yang 
dimiliki, dan kelayakan lainnya yang relevan;

2) Dalam hal usulan kerjasama terlebih dahulu diajukan oleh 
lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak 
lainnya, maka BPHN melakukan koordinasi dengan tetap 
memperhatikan aspek-aspek sebagaimana dimaksud poin 1; 
dan

3) Tata cara mengenai legalisasi kerjasama, monitoring 
kerjasama, dan evaluasi kerjasama, dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan.

2. Penilaian

a. Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kepada Penerima 
Bantuan Hukum formulir Penilaian terhadap Starla Bankum 
yang telah disediakan oleh BPHN dalam Sidbankum;

b. Pemberi Bantuan Hukum memastikan Penerima Bantuan 
Hukum mengisi formulir Penilaian setelah setiap kegiatan 
bantuan hukum baik litigasi ataupun nonlitigasi telah selesai 
diberikan;

c. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum memiliki ruang lingkup 
kerja khusus, maka formulir Penilaian dapat dikembangkan, 
namun tanpa mengurangi format Penilaian yang telah 
disediakan oleh BPHN;
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d. Pemberi Bantuan Hukum diwajibkan mendokumentasikan 
dan melaporkan hasil penilaian dari Penerima Bantuan 
Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum melalui media 
yang telah disediakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum 
dalam Sidbankum;

e. Dalam hal Sidbankum belum tersedia formulir penilaian 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pelaporan hasil 
penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penilaian 
dan pelaporannya dapat dilakukan secara manual;

f. Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf 
d dan huruf e menjadi syarat dalam permohonan pencairan 
anggaran bantuan hukum.

3. Pengaduan

a. Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Pusat, dan Panitia 
Pengawas Daerah menerapkan mekanisme pengaduan 
terhadap layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh 
Penyelenggara Bantuan Hukum;

b. Mekanisme pengaduan meliputi :

1) Pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung 
dengan mengisi formulir pengaduan pada Sidbankum;

2) Pencatatan pengaduan paling sedikit berisi identitas 
pengadu, identitas teradu, dan pokok permasalahan;

3) Penelahaan pengaduan paling sedikit berisi penelahaan 
bukti dan landasan Starla Bankum;

4) Penyelesaian pengaduan paling sedikit berisi tata 
cara pembuktian, pembelaan, personil penyelesaian 
pengaduan, dan kesimpulan yang disertai klarifikasi 
dengan pihak terkait;
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5) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 6 
(enam) bulan sejak diterimanya pengaduan;

6) Informasi perkembangan penyelesaian pengaduan 
disampaikan kepada Pengadu; dan

7) Pendokumentasian pengaduan paling sedikit memuat 
dokumen penerimaan, proses, dan hasil penyelesaian.

c. Dalam hal formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b angka 1 belum tersedia dalam Sidbankum, pengaduan 
dapat disampaikan secara manual.

4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

a. Penjatuhan Sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan 
Starla Bankum dapat diberikan oleh:

1) Penyelenggara Bantuan Hukum atas nama Menteri kepada 
Pemberi Bantuan Hukum;

2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan 
Hukum.

b. Sanksi dapat diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:

1) Sanksi Ringan;

2) Sanksi Sedang; atau

3) Sanksi Berat.

c. Sanksi Ringan diberikan secara langsung oleh:

1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan 
Hukum berupa Teguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:

a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan 
hukum yang mudah diakses;

b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa 
alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan 
kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
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c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam 
memberikan layanan.

2) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan 
Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis 
Pelanggaran:

a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan 
layanan bantuan hukum yang mudah diakses;

b) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada 
Pelaksana Bantuan Hukum;

c) Tidak membuat sarana penunjang penerapan Starla 
Bankum;

d) Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan 
hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan 
rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang 
lainnya;

e) Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku 
tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan 
layanan.

3) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan 
Hukum berupa Teguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:

a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan 
hukum yang mudah diakses;

b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa 
alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan 
kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;

c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam 
memberikan layanan.
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4) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan 
Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis 
Pelanggaran:

a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan 
layanan bantuan hukum yang mudah diakses;

b) Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan 
hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan 
rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang 
lainnya;

c) Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku 
tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan 
layanan.

d. Sanksi Sedang diberikan secara langsung oleh:

1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi 
Bantuan Hukum berupa:

a) Pembatalan perjanjian dalam bentuk 
pemutusan kontrak pelaksanaan Bantuan 
Hukum terhadap jenis Pelanggaran:

(1) Melakukan penelantaran kepada Penerima 
Bantuan Hukum di tengah proses pemberian 
layanan bantuan hukum;

(2) Tidak mendampingi sidang pembacaan 
putusan pengadilan;

(3) Tidak memenuhi kebutuhan upaya hukum 
Penerima Bantuan Hukum;

b) Penghentian pemberian anggaran Bantuan 
Hukum tahun berjalan berupa :

(1) Penghentian anggaran dalam 1 (satu) tahun 
anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran 
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penelantaran kepada Penerima Bantuan 
Hukum di tengah proses pemberian layanan 
bantuan hukum;

(2) Pengurangan anggaran dalam 1 (satu) tahun 
anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran :

(a) lebih dari 3 (tiga) kali melakukan penolakan 
pemberian layanan bantuan hukum tanpa 
alasan yang jelas dan tidak memberikan 
rujukan kepada PBH atau pihak yang 
berwenang lainnya; atau

(b) tidak mengakomodir langkah hukum yang 
dibutuhkan oleh penerima bantuan hukum;

(3) Tidak diberikan pencairan anggaran pada 
kasus yang tidak sesuai Starla Bankum.

c) Penghentian pemberian anggaran Bantuan 
Hukum tahun berikutnya terhadap jenis 
Pelanggaran:

(1) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada huruf b) butir i dan butir ii 
pada akhir triwulan IV (empat) tahun anggaran 
berjalan atau pada saat anggaran telah habis 
walaupun masih dalam masa waktu kontrak;

(2) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap 
layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh 
Pelaksana Bantuan Hukum;

(3) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum 
kepada Pelaksana Bantuan Hukum dalam 
kurun waktu tertentu;
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(4) Tidak membuat sarana penunjang penerapan 
Starla Bankum dalam kurun waktu tertentu.

2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan 
Hukum berupa Pencabutan sementara kartu 
identitas, surat penunjukan atau bentuk surat lainnya 
sebagai Pelaksana Bantuan Hukum, terhadap jenis 
Pelanggaran:

(a) Tidak melaksanakan assessment kondisi 
kerentanan, kebutuhan hukum Penerima Bantuan 
Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;

(b) Tidak menjalankan layanan bantuan hukum 
sesuai Starla Bankum dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait lainnya;

(c) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa 
alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan 
kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;

(d) Melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan 
Hukum di tengah proses pemberian layanan 
bantuan hukum termasuk tidak mendampingi 
sidang pembacaan putusan pengadilan;

(e) Tidak memenuhi kebutuhan langkah hukum dan/
atau upaya hukum Penerima Bantuan Hukum.

e. Sanksi Berat diberikan secara langsung oleh:

3) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi 
Bantuan Hukum berupa:

a) Penurunan status akreditasi terhadap jenis 
Pelanggaran:

(1) Melakukan perbuatan yang mengurangi 
integritas pemberian layanan bantuan hukum;
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(2) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi 
Bantuan Hukum yang berkaitan dengan 
penerapan Starla Bankum;

(3) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan 
penjatuhan Sanksi Sedang.

b) Pencabutan status akreditasi terhadap jenis 
Pelanggaran:

(1) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa 
uang atau barang atau lainnya yang berkaitan 
dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima 
Bantuan Hukum;

(2) Manipulasi dokumen pemberian layanan 
bantuan hukum;

(3) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada huruf a) bagi Pemberi Bantuan 
Hukum dengan status akreditasi terendah.

4) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan 
Hukum berupa Pemberhentian Tetap keanggotaan 
sebagai Pelaksana Bantuan Hukum terhadap jenis 
Pelanggaran:

a) Melakukan perbuatan yang mengurangi 
integritas pemberian layanan bantuan hukum;

b) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi 
Bantuan Hukum yang berkaitan dengan 
penerapan Starla Bankum;

c) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap 
layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh 
Pelaksana Bantuan Hukum;
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d) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa 
uang atau barang atau lainnya yang berkaitan 
dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima 
Bantuan Hukum;

e) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan 
penjatuhan Sanksi Sedang.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum dan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini 
akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2021

Kepala Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 
Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001
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FORM PENILAIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Petunjuk Pengisian :

1. Isilah Identitas

2. Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara 
sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah 
diterima dari PBH, dengan Nilai Persepsi yang terdapat pada 
Tabel B Nilai Kinerja Pelayanan

3. Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan

4. Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM
A1 No. Permohonan Sidbankum
A2 Nama Penerima Bantuan 

Hukum
A3 Nama Pemberi Bantuan Hukum
A4 Tanggal Pelaksanaan

B. NILAI KINERJA PELAYANAN
NILAI PERSEPSI KINERJA UNIT PELAYANAN
0 Gagal
1 Sangat Buruk
2 Buruk
3 Cukup dengan catatan
4 Baik
5 Sangat Baik

C. KUALITAS PROSEDURAL

Apakah PBH melakukan hal-hal di 
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (√)
Sangat Buruk Sangat Baik

0 1 2 3 4 5
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C1 Prosedur bantuan hukum dilalui 
dengan mudah/tidak berbelit-
belit?

C2 PBH memberikan kemudahan 
dalam menyelesaikan 
permasalahan?

C3 PBH memberikan layanan secara 
tuntas/tidak berhenti ditengah 
proses
pemberian bantuan hukum?

C4 PBH melibatkan Anda setiap 
langkah yang diambil?
(mendiskusikan, konsultasi dan 
sebagainya)

C5 PBH membantu dalam memenuhi 
kebutuhan khusus Anda?
(Kebutuhan khusus seperti 
Anda dititipkan di rumah aman, 
ditemani psikolog, diberi fasilitas 
kesehatan, ditemani juru bahasa 
isyarat dan sebagainya)

D. KUALITAS INFORMASI

Apakah PBH melakukan hal-hal di 
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (√)
Sangat Buruk Sangat Baik

0 1 2 3 4 5
D1 PBH memberitahu secara 

jelas tentang syarat yang perlu 
dipenuhi untuk mendapatkan 
bantuan hukum?

D2 PBH memberitahu secara jelas 
tentang tahapan proses hukum 
yang akan
dilalui?

D3 PBH memberitahu secara jelas 
tentang perkembangan/update 
dari proses hukum Anda?
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D4 PBH memberitahu secara jelas 
tentang lama waktu proses yang 
akan
Anda lalui?

D5 PBH memberitahu secara jelas 
apa saja layanan yang diberikan
kepada Anda?

D6 PBH memberikan informasi 
yang benar dan tidak yang 
menyesatkan?

D7 PBH memberikan informasi 
dengan bahasa yang mudah 
dipahami?

D8 PBH memberikan penjelasan 
dan saran di setiap proses yang 
dilalui?

D9 PBH menerima layanan 
pengaduan/keluhan dan selalu 
ditindaklanjuti?

E. KUALITAS INTERPERSONAL

Apakah PBH melakukan hal-hal di 
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (√)
Sangat Buruk Sangat Baik

0 1 2 3 4 5
E1 PBH memberikan layanan dengan 

berperilaku sopan/ramah?
E2 PBH selalu merahasiakan/tidak 

menyebarkan informasi kasus 
Anda?

E3 PBH memberikan layanan kepada 
Anda tidak membeda-bedakan 
karena suku,
agama, ras dll.?

Penerima Bantuan Hukum

………………………….
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FORM PENILAIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

1. Isilah Identitas dan pilih Jenis Layanan yang diterima

2. Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara 
sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah 
diterima dari PBH, dengan Nilai Persepsi yang terdapat pada 
Tabel C Nilai Kinerja Pelayanan

3. Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan

4. Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM
A1 No. Permohonan Sidbankum

A2
Nama Orang/Kelompok 
Masyarakat Penerima Bantuan
Hukum

A3 Nama Pemberi Bantuan Hukum
A4 Tanggal Pelaksanaan

B. JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN (pilih salah satu √)
B1 Konsultasi Hukum
B2 Penyuluhan Hukum
B3 Mediasi
B4 Negosiasi
B5 Investigasi Kasus
B6 Pemberdayaan Masyarakat
B7 Drafting Dokumen Hukum
B8 Pendampingan di luar 

Pengadilan

C. NILAI KINERJA PELAYANAN
NILAI PERSEPSI KINERJA UNIT PELAYANAN
0 Gagal
1 Sangat Buruk
2 Buruk
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3 Cukup dengan catatan
4 Baik
5 Sangat Baik

D. KUALITAS PROSEDURAL

Apakah PBH melakukan hal-hal di 
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (√)
Sangat Buruk Sangat Baik

0 1 2 3 4 5
D1 Prosedur bantuan hukum 

dilalui dengan mudah/tidak 
berbelit-belit?

D2 PBH memberikan kemudahan 
dalam menyelesaikan 
permasalahan?

D3 PBH melibatkan Anda setiap 
langkah yang diambil?
(mendiskusikan, konsultasi 
dan sebagainya)

D4 PBH membantu dalam 
memenuhi kebutuhan khusus 
Anda?
(Kebutuhan khusus seperti 
Anda dititipkan di rumah 
aman, ditemani psikolog, 
diberi fasilitas kesehatan, 
ditemani juru bahasa isyarat 
dan sebagainya)

HANYA DIISI OLEH KLIEN KONSULTASI HUKUM
D6 PBH menyusun kronologi 

atau urutan kejadian perkara 
Anda?

D7 PBH memberikan saran atau 
langkah hukum yang dapat 
anda lakukan?



438 Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

DIISI OLEH KLIEN INVESTIGASI KASUS
D8 PBH menyampaikan hasil 

investigasi atau penelusuran 
kasus Anda?

D9 PBH memberikan penjelasan 
tentang hasil investigasi?

DIISI OLEH KLIEN MEDIASI
D10 PBH memberikan laporan 

terkait hasil mediasi untuk 
Anda?

D11 PBH membantu menghubungi 
para pihak?

DIISI OLEH KLIEN NEGOSIASI
D12 PBH memberikan laporan 

terkait hasil negosiasi untuk 
Anda?

D13 PBH membantu menghubungi 
para pihak?

DIISI OLEH KLIEN DRAFTING DOKUMEN HUKUM
D14 PBH menyusun dokumen 

sesuai dengan permintaan 
anda?

D15 PBH mempertimbangkan 
kebutuhan khusus Anda di 
dalam dokumen tersebut?

DIISI OLEH KLIEN PENDAMPINGAN DILUAR PENGADILAN
D16 PBH mendampingi saat 

pemeriksaan di setiap 
instansi?

D17 PBH memberikan laporan 
terkait hasil kegiatan 
pendampingan diluar
pengadilan?

DIISI OLEH KLIEN PENYULUHAN HUKUM
D18 PBH menyampaikan paparan 

Penyuluhan Hukum mudah 
dipahami
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D19 PBH memberikan materi 
Penyuluhan Hukum sesuai 
dengan harapan/kebutuhan

D20 PBH memberikan 
kesempatan untuk melakukan 
diskusi dan tanya jawab

D21 Anda memahami materi yang 
diberikan?

D22 Kegiatan Penyuluhan Hukum 
bermanfaat dan memberikan 
pemahanan kepada
Anda?

DIISI OLEH KLIEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
D23 PBH menyampaikan paparan 

Pemberdayaan Masyarakat 
mudah dipahami

D24 PBH memberikan materi 
Pemberdayaan Masyarakat 
sesuai dengan
harapan/kebutuhan

D25 PBH memberikan 
kesempatan untuk melakukan 
diskusi dan tanya jawab

D26 Anda memahami materi yang 
diberikan?

D27 Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat bermanfaat dan 
memberikan pemahanan
kepada Anda?

E. KUALITAS INFORMASI

Apakah PBH melakukan hal-hal di 
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (√)
Sangat Buruk Sangat Baik

0 1 2 3 4 5
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E1 PBH memberitahu secara 
jelas tentang syarat yang 
perlu dipenuhi untuk 
mendapatkan layanan?

E2 PBH memberitahu secara 
jelas tentang tahapan proses 
hukum yang akan dilalui?

E3 PBH memberitahu secara 
jelas tentang perkembangan/
update dari proses hukum?

E4 PBH memberitahu secara 
jelas tentang lama waktu 
proses yang akan Anda lalui?

E5 PBH memberitahu secara 
jelas apa saja layanan yang 
diberikan kepada Anda?

E6 PBH memberikan informasi 
yang benar dan tidak yang 
menyesatkan?

E7 PBH memberikan informasi 
dengan bahasa yang mudah 
dipahami?

E8 PBH memberikan penjelasan 
dan saran di setiap proses 
yang dilalui?

E9 PBH menerima layanan 
pengaduan/keluhan dan 
selalu ditindaklanjuti?

F. KUALITAS INTERPERSONAL

Apakah PBH melakukan hal-hal di 
bawah ini?

Isi sesuai kode jawaban (√)
Sangat Buruk Sangat Baik

0 1 2 3 4 5
F1 PBH memberikan layanan 

dengan berperilaku sopan/
ramah?
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F2 PBH selalu merahasiakan/
tidak menyebarkan informasi 
permasalahn/kasus
Anda?

F3 PBH memberikan layanan 
kepada Anda tidak membeda-
bedakan karena suku, agama, 
ras dll.?

Penerima Bantuan Hukum

………………………….
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL PETUNJUK PELAKSANAAN

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI, AKREDITASI, DAN PERPANJANGAN 
SERTIFIKASI BAGI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM

NOMOR : PHN-HN.04.03-14 

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi 
Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, 
menyatakan Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) 
tahun terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi 
Kemasyarakatan;

b. bahwa Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi 
dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi 
Kemasyarakatan, menyatakan sertifikat Akreditasi Pemberi 
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Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 
dapat diperpanjang; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan huruf b, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tentang 
Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi 
Calon Pemberi Bantuan Hukum.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk 
memberikan panduan bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, 
Kelompok Kerja, Calon Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka 
mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan, 
serta yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Verifikasi dan 
Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.

b. Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini agar memberikan 
pemahaman yang sama bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, 
Kelompok Kerja, dan Calon Pemberi Bantuan Hukum mengenai 
syarat, prosedur, dan tata cara pelaksanaan verifikasi dan 
akreditasi serta perpanjangan sertifikasi.

3. Ruang Lingkup

 Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup langkah-langkah yang 
harus ditempuh dalam pelaksanaan Verifikasi, Akreditasi, dan 
Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

4. Pengertian

a. Calon Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum 
dan Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan 
Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi.

b. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH 
adalah Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, 
atau Organisasi lainnya yang mengajukan permohonan Verifikasi 



445Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

dan Akreditasi untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

c. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah 
OBH yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia.

d. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan 
dokumen yang diserahkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan 
Pemberi Bantuan Hukum.

e. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Organisasi 
Bantuan Hukum yang akan memberikan bantuan hukum yang 
berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan 
hukum.

f. Perpanjangan Sertifikasi adalah proses verifikasi dan akreditasi 
ulang terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi 
pada periode akreditasi 3 (tiga) tahun sebelumnya.

g. Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat 
Aplikasi Verasi adalah aplikasi yang disediakan Badan Pembinaan 
Hukum Nasional sebagai sistem pelayanan verifikasi dan 
akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum secara elektronik 
melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id.

h. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat 
Panitia Verasi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan 
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan 
rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi Bantuan 
Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia.

i. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disingkat Pokjapus adalah 
Tim yang dibentuk di tingkat pusat dengan surat keputusan 
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang memiliki 

http://www.sidbankum.bphn.go.id/
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tugas membantu Panitia Verasi terkait hal teknis, operasional, 
administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan 
Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat pusat.

j. Kelompok Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Pokjada 
adalah Tim yang dibentuk di tingkat daerah dengan surat 
keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, yang memiliki tugas membantu Panitia Verasi 
dan Pokjapus terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan 
hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta 
Perpanjangan Sertifikasi tingkat daerah.

k. Hari adalah hari kerja.

BAB II 

PERAN PANITIA VERASI DAN KELOMPOK KERJA

1. Panitia Verasi dibantu oleh Kelompok Kerja dalam melaksanakan 
tugasnya melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi;

b. Menerima permohonan atau pendaftaran;

c. Pemeriksaan Administrasi yang terdiri dari Pemeriksaan 
Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan 
Dokumen Fisik;

d. Pemeriksaan Faktual;

e. Mengklasifikasikan kategori Akreditasi;

f. Mengusulkan Rekomendasi Akreditasi kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan Pemberi 
Bantuan Hukum; dan
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g. Pengumuman hasil Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan 
Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum.

2. Susunan Panitia Verasi terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal 
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:

1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;

2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; 
dan

3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan 
hukum atau Organisasi.

3. Susunan Pokjapus berasal dari Badan Pembinaan Hukum 
Nasional yang terdiri atas:

a. Pengarah;

b. Penanggungjawab;

c. Ketua;

d. Wakil ketua;

e. Sekretaris;

f. 7 (tujuh) orang anggota.

4. Susunan Pokjada berasal dari Kantor Wilayah yang terdiri atas :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dengan jabatan 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dengan jabatan 
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dengan jabatan 
Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III PENGUMUMAN

1. Panitia Verasi dibantu oleh Pokjapus mengumumkan Pelaksanaan 
Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH serta Perpanjangan Sertifikasi 
bagi PBH.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 
memuat :

a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;

b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh OBH dan PBH; dan

c. Waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta 
Perpanjangan Sertifikasi.

3. Pengumuman dimuat dalam situs resmi Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, Media Sosial, Media Massa, dan/atau Media 
lainnya.

4. Pendaftaran dilakukan masing-masing selama 15 (lima belas) 
hari dengan waktu yang terpisah antara Verifikasi dan Akreditasi 
bagi OBH dengan Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.

BAB IV PERMOHONAN PENDAFTARAN OBH

1. Permohonan Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH 
dilakukan dengan cara:
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a. Pendaftaran Secara Elektronik

 Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi 
dengan mengisi data dan melampirkan kelengkapan dokumen 
sebagai berikut:

1) Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia;

2) Akta pendirian OBH;

3) Akta pengurus OBH;

4) Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari 
Ketua, Sektretaris, dan Bendahara pada OBH;

5) Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH;

6) Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH;

7) Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami 
teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan 
Paralegal pada OBH;

8) Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;

9) Berita acara sumpah Advokat;

10) Dokumen status kepemilikan kantor;

11) Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;

12) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;

13) Nomor Rekening atas nama OBH;

14) Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala 
desa tempat OBH berada;

15) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

16) Laporan pengelolaan keuangan; dan

17) Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi 
dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.
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b. Pendaftaran Secara Non elektronik

1) Dalam hal OBH mengalami kendala jaringan internet, maka 
dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi 
secara non elektronik atau manual dengan cara mengisi 
formulir pendaftaran yang tersedia dan menyerahkan 
dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf 
a kepada Pokjada.

2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada 
butir 1) harus melampirkan bukti surat keterangan dari 
Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya atau 
berdasar dari berita informasi media setempat yang 
menerangkan secara masif bahwa adanya gangguan 
jaringan internet di wilayah tersebut.

3) OBH tetap wajib mengisi data dan kelengkapan dokumen 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf 
a dalam Aplikasi Verasi dengan berkoordinasi kepada 
Pokjada di kantor wilayah setempat.

4) Apabila OBH tidak mengisi data dan kelengkapan dokumen 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a 
ke dalam Aplikasi Verasi selama jangka waktu yang telah 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4, 
maka dinyatakan permohonan ditolak oleh Pokjada.

2. Masa kerja susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 
1 huruf a butir 4) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

3. Pengurus OBH sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak 
merangkap sebagai Pengurus pada cabang OBH maupun OBH 
lainnya.

4. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) 
yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki 
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dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri, 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 1), butir 2), 
butir 12), dan butir 13), maka dapat mengisi Surat Keputusan 
Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening 
lembaga induk pendidikan yang bersangkutan.

5. OBH yang berada dalam struktur cabang dari organisasi induk 
dapat mengisi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, 
kecuali rekening bank tetap harus atas nama organisasi cabang 
masing-masing.

6. OBH induk hanya dapat membentuk paling banyak 1 (satu) cabang 
pada setiap kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

7. Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH baik secara 
elektronik maupun non elektronik ditindaklanjuti untuk 
dilakukannya Verifikasi.

BAB V VERIFIKASI OBH

1. Pokjada melakukan Verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran;

b. Pemeriksaan Dokumen Fisik; dan

c. Pemeriksaan Faktual Lapangan.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 huruf a dan Pemeriksaan Dokumen Fisik 
sebagaimana dimaksud dengan angka 1 huruf b, dilaksanakan 
dalam 1 (satu) rangkaian tahapan dalam jangka waktu 14 (empat 
belas hari) terhitung sejak diterimanya dokumen oleh Pokjada.
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3. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan 
Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimasud pada angka 
2 dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian pendaftaran yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.

4. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan memeriksa 
Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH melalui Aplikasi 
Verasi.

5. Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 huruf b dilakukan setelah Pemeriksaan Kelengkapan 
Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 
selesai dilakukan dan dinyatakan lengkap oleh Pokjada, dengan 
mencocokan antara data isian pada Aplikasi Verasi dengan 
dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke Kantor Wilayah 
setempat.

6. Pemeriksaan Dokumen fisik di kantor wilayah setempat 
sebagaimana dimaksud pada angka 5 penjadwalannya ditentukan 
oleh Pokjada dengan memperhatikan batas waktu 14 (empat 
belas hari) sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7. Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka 
5 tidak dalam penguasaan OBH, maka OBH tersebut dapat 
menggunakan salinan dari dokumen asli dimaksud, sepanjang 
telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

8. Salinan dokumen yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud 
pada angka 7 disimpan oleh Pokjada sebagai bahan pemantauan 
dan evaluasi.

9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran 
dan Pemeriksaan Dokumen Fisik tidak lengkap, OBH diberikan 
waktu untuk melakukan perbaikan ketidaklengkapan dokumen 
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paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan oleh 
Pokjada.

10. Setelah OBH diberikan kesempatan melengkapi Dokumen 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, namun masih 
terdapat kekurangan dan/atau OBH tidak melengkapi Dokumen 
Pendaftaran selama jangka waktu 14 (hari) sebagaimana 
dimaksud angka 9, maka permohonan dinyatakan ditolak.

11. Panitia Verasi, Pokjapus, dan Pokjada dapat melanjutkan 
Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud angka 1 
huruf c paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemeriksaan 
Dokumen Fisik dinyatakan lengkap.

12. Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud pada 
angka 11 dilakukan dengan memeriksa langsung kantor OBH 
dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap Dokumen 
Pendaftaran.

13. Pokjada menyampaikan Rekomendasi Verifikasi kepada Pokjapus 
paling lama 1 (satu) hari, setelah Pemeriksaan Faktual Lapangan 
selesai dilakukan.

14. Pokjapus meneruskan Rekomendasi Verifikasi dari Pokjada 
kepada Panitia Verasi untuk dilakukan proses pengklasifikasian 
Akreditasi.

15. Apabila diperlukan, Panitia Verasi dibantu Pokjapus dapat 
melakukan Verifikasi kembali terhadap Rekomendasi Verasi 
sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 14 (empat 
belas) hari.

BAB VI AKREDITASI OBH

1. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH 
berdasarkan :
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a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang 
miskin;

b. Jumlah kegiatan nonlitigasi yang ditangani terkait dengan 
orang miskin;

c. Jumlah Advokat;

d. Jumlah Paralegal;

e. Jumlah tenaga administrasi yang memahami teknologi 
informasi;

f. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat dan 
Paralegal;

g. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan 
hukum;

h. Jangkauan penanganan kasus;

i. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;’

j. Usia atau lama berdirinya OBH;

k. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

l. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

m. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan

n. Jaringan internet yang dimiliki OBH.

2. Hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori 
Akreditasi PBH.

3. Kategori Akreditasi terdiri atas:

a. PBH kategori A memiliki:

1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang 
miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 60 kasus;

2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun 
sebanyak 7 kegiatan;
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3) Jumlah Advokat paling sedikit 10 orang;

4) Jumlah Paralegal paling sedikit 10 orang;

5) Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi;

6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling 
rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan 
paralegal;

7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup 
wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

9) Kepengurusan lembaga;

10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;

13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.

b. PBH kategori B memiliki:

1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang 
miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 30 kasus;

2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun 
sebanyak 5 kegiatan;

3) Jumlah advokat paling sedikit 5 orang;

4) Jumlah paralegal paling sedikit 5 orang;

5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;

6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling 
rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan 
paralegal;

7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah 
provinsi dan kabupaten/kota;
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8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

9) Kepengurusan lembaga;

10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;

13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.

c. PBH C memiliki:

1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang 
miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 10 kasus;

2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun 
sebanyak 3 kegiatan;

3) Jumlah Advokat paling sedikit 1 orang;

4) Jumlah Paralegal paling sedikit 3 orang;

5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;

6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling 
rendah strata 1 dan Paralegal Telah mengikuti Pelatihan 
Paralegal;

7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup 
wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

9) Kepengurusan lembaga;

10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;

13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
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4. Kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang ditangani sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 ialah kasus dan kegiatan dengan rentang 
waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

5. Penanganan kasus litigasi dibuktikan dengan dokumen 
pendampingan sejak dari tahap penyidikan dan/atau sampai 
tahap persidangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan 
serta dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim.

6. Surat Kuasa atau Penunjukkan Hakim berisikan Advokat yang 
terdaftar pada OBH.

7. Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi dibuktikan dengan dokumentasi 
kegiatan dan disertai dokumen yang menerangkan kegiatan 
dimaksud dilaksanakan oleh Advokat dan/atau Paralegal yang 
terdaftar pada OBH.

BAB VII

VERIFIKASI PERPANJANGAN SERTIFIKASI PBH

1. Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dapat dilakukan pada 
waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman 
tersendiri dan terpisah dari Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH, 
namun tetap dalam jangka waktu 15 hari sebagaimana dimaksud 
pada BAB III angka 4.

2. PBH yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya dan akan 
berakhir masa berlaku Sertifikat, perlu dilakukan Perpanjangan 
Sertifikasi dengan mengajukan surat Permohonan Perpanjangan 
Sertifikasi.

3. Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi diajukan melalui 
menu Akreditasi Ulang pada akun PBH dalam situs www.
sidbankum.bphn.go.id.

http://www.sidbankum.bphn.go.id/
http://www.sidbankum.bphn.go.id/
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4. PBH yang tidak menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan 
Sertifikasi dinyatakan tidak lanjut sebagai PBH pada periode 
akreditasi selanjutnya.

5. Setelah mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi, 
PBH melakukan pembaruan data/profil organisasi pada Akun 
PBH sebagaimana dimaksud pada angka 3.

6. Pembaruan data/profil organisasi sebagaimana dimaksud 
pada angka 5 tetap harus memenuhi kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 1 huruf a.

7. Bagi PBH yang tidak melakukan pembaruan data/profil organisasi 
sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada 
Bab III angka 4, maka Panitia Verasi dapat menggunakan data/
profile yang telah dimiliki sebelumnya sebagai dasar untuk 
dilakukan Akreditasi Ulang.

8. Verifikasi terhadap PBH yang mengajukan Perpanjangan 
Sertifikasi dilakukan dengan tahapan yang sama dengan Verifikasi 
OBH sebagaimana dimaksud pada BAB V.

9. Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut:

a. Surat keputusan badan hukum atau Surat keputusan 
perguruan tinggi;

b. Penandatanganan perjanjian/kontrak;

c. Penandatanganan perjanjian/kontrak tambahan/addendum;

d. Serapan anggaran bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun 
periode Akreditasi;

e. Jumlah perkara litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan anggaran bantuan hukum 
(APBN) selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
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f. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki Pemberi Bantuan 
Hukum;

g. Penilaian (score) atas hasil pemantauan dan evaluasi yang 
dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;

h. Penanganan kasus probono; dan/atau

i. Pertimbangan lainnya berdasarkan hasil pemantauan dan 
evaluasi.

10. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dijadikan 
dasar untuk penetapan Akreditasi Ulang berupa:

a. Pencabutan status Akreditasi;

b. Penurunan status Akreditasi;

c. Kenaikan status Akreditasi; atau

d. Tetap sama dengan status Akreditasi yang dimiliki sebelumnya.

11. Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 
10 huruf a dilakukan, jika PBH selama 3 (tiga) tahun periode 
Akreditasi telah melakukan tindakan sebagai berikut:

a. pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;

b. tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama 3 (tiga) 
tahun periode Akreditasi;

c. tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja 
pelaksanaan bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode 
Akreditasi;

d. tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui 
APBN selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan/atau

e. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.

12. Penurunan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 10 huruf b, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi 
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A atau Akreditasi B dapat turun satu tingkat Akreditasi dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika :

1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara 
litigasi kurang dari 60 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan 
nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang; 
dan/atau

d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang.

2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran 
bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang 
disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode 
Akreditasi; dan

3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-
40).

b. Akreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika :

1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara 
litigasi kurang dari 30 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan 
nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang; 
dan/atau

d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang.

2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran 



461Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang 
disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode 
Akreditasi; dan

3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-
40).

13. Kenaikan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 
10 huruf c, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi B atau 
Akreditasi C dapat naik satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan 
sebagai berikut:

a. Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:

1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara 
litigasi lebih dari 60 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan 
nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang; 
dan

d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang;

2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran 
bantuan lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan 
setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;

3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono 
paling sedikit 7 kasus Litigasi secara mandiri dan 5 
Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun 
periode Akreditasi; dan

4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-
100).

b. Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
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1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara 
litigasi lebih dari 30 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan 
nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang; 
dan

d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang.

2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran 
bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang 
disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode 
Akreditasi;

3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono 
paling sedikit 5 kasus Litigasi secara mandiri dan 3 
Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun 
periode Akreditasi; dan

4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-
100).

14. PBH akan diberikan status Akreditasi yang tetap sama dengan 
status Akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan 
angka 13.

15. PBH yang memenuhi status Penurunan akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada angka 12 dapat diberikan status Tetap dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi A rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi 
kasus probono paling sedikit 7 kasus dan kegiatan nonlitigasi 
mandiri paling sedikit 5 kegiatan selama 3 (tiga) tahun 
periode akreditasi;
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b. Akreditasi B rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi 
kasus probono paling sedikit 5 kasus dan kegiatan nonlitigasi 
mandiri paling sedikit 3 kegiatan selama 3 (tiga) tahun 
periode akreditasi.

16. Bukti penanganan kasus probono dan pelaksanaan kegiatan 
nonlitigasi mandiri disampaikan pada menu Daftar Bankum 
Mandiri dalam akun PBH dalam situs www.sidbankum.bphn.
go.id sebagaimana dimaksud pada angka 3.

17. Kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang 
disampaikan, bukan merupakan kasus dan kegiatan yang diajukan 
untuk mendapatkan pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah.

18. Dalam hal kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang 
disampaikan terdapat kesamaan dengan dokumen yang diajukan 
untuk pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah, maka Pokjada 
dan Pokjapus berhak menolak Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.

19. PBH yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan dan berada 
dalam struktur organisasi induk (cabang) harus menyesuaikan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 4 
dan angka 5.

BAB VIII

PENETAPAN SERTIFIKAT AKREDITASI PBH

1. Hasil Verifikasi dan Akreditasi terhadap OBH serta Perpanjangan 
Sertifikasi terhadap PBH menjadi dasar penyusunan Rekomendasi 
Akreditasi oleh Panitia Verasi.

2. Panitia Verasi menyampaikan Rekomendasi Akreditasi dengan 
disertai saran dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia paling lama 7 (tujuh) hari.

http://www.sidbankum.bphn.go.id/
http://www.sidbankum.bphn.go.id/
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3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Surat 
Keputusan dan Sertifikat tentang Kelulusan Verifikasi dan 
Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

4. Surat keputusan dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di 
perpanjang.

Jakarta, 16 Februari 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003
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